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PENGAKUAN

“KOMUNISME” nampaknya akan selalu menarik untuk
dikaji dari perspektif manapun di Indonesia. Meskipun
masyarakat internasional sudah enggan membicarakan
apalagi memikirkan soal ancaman komunisme setelah Perang
Dingin berakhir, bahkan Republik Rakyat Cina sebagai negara
komunis kini telah mentransformasikan sistem ekonominya
ke dalam mekanisme pasar (kapitalisme), namun di Indone-
sia terminologi “bahaya komunisme” terus-menerus
dipertahankan semenjak rezim Soeharto hingga rezim
sekarang. Seolah-olah komunisme adalah “hantu-jahat” yang
menakutkan yang harus dipertahankan untuk meng-
hancurkan kekuatan politik anti status quo.

Buku ini hadir semata-mata untuk memperlihatkan
salah satu episode politik nasional di masa Demokrasi
Liberal, yang memperlihatkan peran Partai Masyumi
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menghadapi Partai Komunis Indonesia antara 1950 sampai
dengan 1957. Cukup banyak buku yang telah membicarakan
peran Masyumi ataupun gerakan komunis (PKI). Namun, buku
ini secara khusus ingin melihat sisi lain dari pergumulan
kedua kekuatan penting dalam sistem politik saat itu.

Bagian besar materi buku ini berasal dari tesis penulis
di Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2000. Perlu dikemukakan di sini bahwa materi
“Pendahuluan” dan Bab I sebagian besar pernah dimuat dalam
Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 1, No. 1, 2001. Untuk ni,
penulis mohon maaf kepada para pembaca apabila buku masih
agak berbau teknis tesis, meskipun sudah dirombak di sana-
sini oleh penyunting.

Penulis merasa berhutang budi kepada (alm.) Herbert
Feith dan Betty Feith yang secara tulus dan ikhlas telah
memberi semangat, bantuan moral dan material yang tak
terhingga jumlahnya kepada penulis selama mereka berdua
di Yogyakarta. Kepada mereka berdua, karya ini dihaturkan.
Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Lance Castles,
yang dengan budi baiknya penulis merasakan vitalitas dan
suasana akademik selama tinggal bersama beliau di
Yogyakarta. Ucapan terimakasih perlu disampaikan kepada
Barbara Leigh yang telah memberikan bantuan biaya
penelitian kepada penulis ketika itu.

Ucapan terimakasih patut disampaikan kepada Prof.
Dr. Faisal Ismail, M.A. (Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan sekarang Sekretaris Jenderal Departemen
Agama RI) yang telah bersedia menjadi pembimbing tesis
penulis. Kepada almamater MSI UIl Yogyakarta, ucapan
terimakasih patut disampaikan di sini. Ucapan terimakasih
selayaknya dihaturkan kepada banyak pihak yang telah
membantu penulis yang tak bisa disebutkan satu per satu.
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Alhamdulillah. Kepada Gini Pratigina dan Alifah Irene
Mernissi, penulis tak henti-hentinya berterima kasih kepada
keduanya. Dengan cinta dan kasih sayang keduanyalah,
penulis mampu bertahan dan bergerak menjalani dinamika
kehidupan.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh
dari kesempurnaan. Namun demikian, semoga buku ini
berguna bagi para pembaca.
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PENDAHULUAN

PERGUMULAN Islam dan Komunisme di Indonesia telah
mewarnai perjalanan sejarah modern bangsa ini. Sejak
komunisme mulai berkembang pada sekitar 1916 — 1920,
hubungan lama yang menyejarah antara Islam dan
Komunisme, baik pada masa revolusi fisik ataupun di periode
sesudahnya. telah banyak menyita perhatian banyak
akademisi.! Di masa sekarang, polemik pro-kontra, terutama
di kalangan Islam tentang Komunisme menjadi daya tarik
tersendiri untuk dikaji di era pasca Perang Dingin, terutama
setelah pernyataan permohonan maaf Abdurrahman Wahid
ketika masih menjabat sebagai Presiden pada awal tahun 2000
terhadap orang-orang yang menjadi korban penumpasan
peristiwa G30S/PKI? serta usulan agar larangan terhadap
ajaran Komunisme yang tercantum dalam Tap MPRS No. XXV
tahun 1966° dicabut. Usulan tersebut kemudian menimbulkan
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ro d i
p mM MMMHQN di W&mbmmb masyarakat untuk beberapa lama_*
] P pro dan kontra dj kalangan Islam ﬁoarmamv
Sme sebenarnya dapat dipelajari kembali dari

Sist i
UmBoWwwmmﬂwaovmyﬁmﬂms yang mendukung kehidupan
LT WG.Boo.wm Bonamw.mﬁ ruang geraknya setelah
Sy BJH&H yang ditandatangani Wakil Presiden
ndonesia Mohammad Hatta, dikeluarkan pada

tanggal 3 November 1945
. , tentan i i
di Indonesia. Melalui makly ¥ .ﬁob_pvosgwmﬁ ke

tumbuh berkembang di teng

Bagi
g1 umat Islam, maklumat tersebut merupakan

partai politik Islam. Kemudian

Sebelumnya pernah berdiri
a erdiri Masyumi buatan J
pada bulan Oktober 1943 7 Berbeda dengan Masyumi UMMMMM

W@Eolbﬂ.mr Pendudukan J epang dijadikan

S S
uasana revolusi yang sedang bergolak di Indonesia

an dan persain i
3 : . . gan dengan berb
elompok ideologi, yaitu Nasionalisme dan Zwﬂxmmmwm&\p

Sosiali 1 partaj ai
1sme dari partai-partai bary tersebut, telah mendorong
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tokoh-tokoh politik dan pergerakan sosial keagamaan Islam
Indonesia yang telah aktif semenjak zaman pergerakan
nasional untuk membentuk “partai tunggal” Islam di Indone-
sia. “Partai Tunggal” ini, yaitu Masyumi, akan menghimpun
semua potensi kekuatan politik Islam. Dengan demikian, partai
itu akan memiliki sifat pluralisme di dalamnya, tampak dari
ragam aliran pemikiran keagamaan anggota-anggota Masyurm,
seperti tercermin dalam suasana federatif keanggotaan
istimewa yang terdiri atas organisasi sosial keagamaan, yaitu
Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam
(Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al Irsyad, Jam'’iyatul
Wasliyah, Al Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh
(PUSA).°
'~ Pandangan dasar modernisme Masyumi yang secara
positif memandang pluralisme telah mendorong Masyumi
untuk bersikap terbuka. Keterbukaan itu tampak dalam
kesediaannya untuk bekerjasama dengan golongan lain dalam
mencapai tujuan Masyumi. Kerjasama ini pada awalnya
dilakukan secara luas dan tanpa batas, sehingga di zaman
revolusi itu pun Masyumi bersedia juga bekerjasama dengan
golongan Komunis beraliran Trotskyis di bawah pimpinan Tan
Malaka.®
Kerjasama Masyumi dengan PKI, yaitu Komunis
beraliran Stalinis di bawah pimpinan Muso, sedikit sekali. Pada
waktu sekelompok orang PKI mencoba untuk merebut
kekuasaan, yang dimulai dari Madiun pada 18 September
1948, para pemimpinnya mendesak rakyat untuk menentang
“Kabinet Masyumi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta.”
Kaum Komunis menuduh bahwa Hatta dan tokoh-tokoh
Masyumi adalah “borjuis” dan “antek imperialis Amerika.”
Menurut tokoh-tokoh Komunis, berharap kepada “kemurahan
hati Amerika” dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-
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.w&mﬁam adalah “harapan sia-sia,” karena Amerika Serikat juga
imperialis. Satu-satunya jalan yang mungkin bagi Indonesia
untuk menang melawan Belanda adalah Jika Indonesia
bersekutu dengan Uni Soviet. Negara Komunis ini, menurut
Muso telah “anti-imperialisme dan kolonijalisme.”!!

. Perang pamflet dan perkelahian antara pendukung
Masyumi dan pendukung FDR (Front Demokrasi Rakyat)!?
yang beraliran Komunis dan &?E?B oleh Muso itu menjadi
sengit setelah Agustus 1948. Akhirnya, meletuslah
“Pemberontakan Komunis di Madiun” pada tanggal 18 Sep-
tember Ho,ﬁw‘ Bendera merah putih diturunkan dan kemudian
digantikan dengan bendera “palu arit”. Dalam pemberontakan
itu, ribuan rakyat, polisi, dan pasukan yang anti Komunis
terbunuh.’® Begitu juga banyak orang yang mendukung
Komunis juga ikut terbunuh.

Masyumi mengutuk keras pemberontakan FDR, dan

menuduh kaum Komunis sebagai “pengkhianat terhadap -

bangsa dan negara.” Sejak @n&m,mém itu pula, Masyumi mulai
mengganti sikapnya dalam bekerjasama dengan kaum
Komunis ke arah yang sangat rigid. Ada yang berdalih bahwa
bekerjasama dengan “kaum anti Tuhan, anti agama, dan anti
demokrasi” tidak boleh dilakukan untuk moumsm-_wbpm&%m._z
Sikap-sikap permusuhan antara Masyumi dan kaum ¥cmunis,

(RIS

yang kemudian ditujukan secara langsung kepada PKI,

Uoﬁmbu.cﬁgbmmmgmm%ca #ﬂ.&m%%mmsoadccmwwg&m
pada tahun 1960.15 _
Sikap permusuhan Masyumi terhadap PKI antara lain
ditujukan pada sikap politik PKI yang telah menghalalkan
segala cara, dan prinsip-prinsip Komunisme yang dianut PKI
berlawanan secara diametral dengan prinsip-prinsip
keagamaan yang dianut oleh Masyumi. Pernyataan bahwa PKI
pada 1954 menerima Pancasila sebagai dasar negara, bagi
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Masyumi merupakan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin
sepenuh hati, karena Komunisme pada dasarnya tidak
mengakui adanya Tuhan. Karena itulah, Muhammad Rusjad
Nurdin dari Masyumi Bmavoimsuﬁwmb di Konstituante
apakah kaum Komunis menerima Pancasila dengan sebenar-
benarnya atau hanya di lidah saja. Mengutip pasal 13 Pro-
gram Partai Komunis Rusia, bahwa “tiap-tiap anggota Partai
Komunis tidak boleh beragama dan diharuskan mengambil
bagian dengan giat untuk menghentikannya,”’® Muhammad
Rusjad Nurdin menandaskan bahwa “tidaklah mungkin Partai
Komunis Indonesia (PKI) dapat menerima Pancasila yang
memuat pada sila pertamanya Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa,
yang ditentang oleh Komunisme.”" i
Dengan mencermati persoalan tersebut, beberapa pokok
pikiran penting yang ingin diurai dalam buku ini antara lain
bagaimanakah wacana ideologi Masyumi tentang Komunisme
yang diperjuangkan PKI. Pertanyaan ini diharapkan dapat
menjawab persoalan selanjutnya tentang bentuk-bentuk
perjuangan Masyumi menghadapi PKI pada era Demokrasi
Liberal. Implikasi yang diharapkan tentunya adalah adanya
formulasi dan implikasi dari perjuangan Masyumi dalam
menghadapi PKI selama era Demokrasi Liberal. Seluruh proses
perjuangan Masyumi menghadapi komunisme tersebut dilihat
dalam perspektif pendidikan politik untuk rakyat Indonesia
oleh Masyumi. Dalam konteks ini, maka relevansi buku ini
selain untuk menyingkap dinamika sejarah itu, adalah juga
untuk mewarisi dan mencermati strategi pendidikan politik
yang diterapkan oleh Masyumi.
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Catatan :

! Kajian akademik hubungan antara Islam dan Komunisme di In-
donesia antara lain untuk menyebut beberapa nama, dapat dicermati dalam
Timur Jaylani, The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian
Nationalism, Tesis MA (Montreal: McGill University, 1959), H.J. Benda dan
Ruth T. McVey (penyunting dan penerjemah), The Communist Uprising of
1926 — 1927 in Indonesia: Key Documents, {(Ithaca: Cornell University Press,
1960), Deliar Noer, Masjumi: Its Organization, Ideology, and Political Role in
Indonesia, Tesis MA (Ithaca: Cornell University, 1960}, Arnold C. Brackman,
Indonesian Communism: A History, (New York: Frederick A. Praeger, 1963),
Ruth C. McVey, The Rise of Indonesian Communism, {(Ithaca: Cornell Uni-
versity Press, 1965), Takashi Siraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat
diJawa 1912 - 1916, alih bahasa Hilmar Farid (Jakarta: Grafiti Press, 1997),
dan Soe Hok Gie. Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang
1917 - 1920, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999). Kajian akademik
dimaksud adalah proses keilmuan yang menghasilkan penelitian-penelitian
kritis hubungan Islam-Komunisme di Indonesia.

2 Permohonan maaf mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini-
disampaikan pada saat pidato Pembukaan Konggres I PDI-P tanggal 27
Maret 2000. Lihat, “Presiden Buka Konggres PDI-P, Pemerintah Usulkan
Pemilihan Presiden Langsung,” Kompas, (28 Maret 2000}, hlm. 1 dan 11.

® Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham
atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme. Ada dua alasan PKI dan
paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme dilarang, (1) paham Komunisme/
Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, dan (2)
orang-orang dan golongan yang menganut paham tersebut, khususnya PKI
dikatakan beberapa kali telah berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah
Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Lihat, Keputusan-
Keputusan M.P.R.S Sidang Umum ke-IV 20 Djuni -6 Djuli 1966 (Yogyakarta:
U.P Indonesia, 1966), him. 96.

* Pendapat pro dan kontra dapat dibaca antara lain dalam “Seputar
Penghapusan Tap MPRS No XXV”, Suara Merdeka (8 April 2000), hlm. XI.

® Partai-partai tersebut antara lain Masyumi {Majelis Syura Muslimin
Indonesia) berdiri pada 7 November 1945, PKI (Partai Komunis Indonesia)
berdiri pada 7 November 1945 yang sebelumnya telah didirikan pada 21
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Oktober 1945, Partai Rakyat Jelata berdiri pada'8 November 1945, Partai
Kristen Indonesia (Parkindo) berdiri pada 10 November 1945, Partai Sosialis
Indonesia berdiri pada 10 November 1945, Partai Rakyat Sosialis tanggal
20 November 1945, Partai Katolik Republik Indonesia berdiri pada 8 No-
vember 1945, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia berdiri pada 17
Desember 1945 dan PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri pada 29 Januari
1946 sebagai hasil fusi antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerindo
(Gerakan Rakyat Indonesia), dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-
masing berdiri pada bulan November dan Desember 1945. Lihat Sekretariat
negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka, jilid 1 {(Jakarta:
Pt. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985}, hlm. 55 - 56 dan George McTurnan
Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, (Ithaca: Cornell University
Press, 1952}, hlm. 156 - 161.

¢ Abu Barkat, “Peristiwa Penting Bagi Umat Islam Indonesia 17-8-
1945 - 17-8-1951,” Suara Partai Masjumi, No 8-9, th ke-6 (Agustus - Sep-
tember 1951), him. 14 dan 16, Ahmad Sayafii Maarif, Islam dan Masalah
Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dan Konstituante, (Jakarta: LP3ES,
1985), him. 110.

7 Ibid.
8 Yusril IThza Mahendra, ‘Modemnisme dan Fundamentalisme dalam

Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-I-
Islami (Pakistan), (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999}, him. 62.

° Anggota asli Masyumi adalah NU, Muhammadiyah, PUI, dan
Perikatan Umat Islam. Dua organisasi yang disebut terakhir ini kemudian
bergabung menjadi satu organisasi PUSI (Persatuan Umat Islam Indone-
sia). Persis, PUSA, dan Jam'iyatul Wasliyah, menjadi anggota istimewa pada
tahun 1949 dan Al Ittihadiyah pada tahun 1951. Pada akhirnya, NU keluar
sebagai anggota istimewa Masyumi dan menjadikan dirinya sebagai partai
politik baru pada tahun 1952, mengikuti jejak Partai Sarekat Isiam Indone-
sia (PSII) yang keluar sebelumnya pada bulan Juli 1947, sebagai akibat
ketidakpuasan dengan dominasi kaum modernis di dalam kepemimpinan
Masyumi. Lihat Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme,
hlm. 183 - 184, dan Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan,
hlm. 115. .

'° Yusril Thza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme, hlm.
82.

! Ibid., hlm. 82-83. Lihat pula uraian menarik tentang Muso dan
Front Demokrasi Rakyat (FDR) dalam Pemberontakan Madiun itu sebagai
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reaksi terhadap Kabinet Hatta dan Masyumi, dalam Soe Hok Gie, Orang-
orang di wmﬁm&:ﬁa:@n: Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September
1948, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997), hlm. 161-231.

2 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1 965, (Jakarta:
PT TC.mSWN Utama Grafiti), him. 184, FDR ini terutama didukung oleh

>5W. Sjarifuddin), Partaj Buruh, dan PKI. Lihat Soe Hok Gie, Orang-orang di
Persimpangan Kiri Jalan, hlm. 215,

. 3 Yusril Thza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme, him.
-83.

" Ibid., him. 84.

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999) him. 69 dengan pengecekan langsung

kepada sumber primernya, yaitu “Tentang Dasar Negara Republik Indone- °

Mwm dalam Konstituante”, (Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958)
m. I: 415, «

7 Ibid.

BAB I
KOMUNISME DALAM WACANA
IDEOLOGI MASYUMI

A. Latar Ideologis Pembentukan Masyumi

Cara pandang terhadap sejarah sebuah gerakan, baik
bersifat sosial, pendidikan, maupun politik, dengan melihat
motif atau tujuan dan latar kondisi sosio-ideologis-politis
gerakan tersebut adalah sangat penting. Dengan begitu, maka
akan diketahui secara jelas bagaimana paradigma, asumsi
nilai, pemikiran, dan ideologi untuk mencapai tujuan gerakan
tersebut dibangun oleh para tokoh pendiri atau pengambil
inisiatif.

Sejarah pembentukan Masyumi pun tidak terlepas dari
motif dan faktor-faktor yang melatarinya. Suasana revolusi
dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia pasca
proklamasi kemerdekaan, serta peran tokoh-tokoh yang
mengambil inisiatif ikut mewarnai pembentukan Masyumi.
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ﬁ.u.mﬁwm Politik Islam Indonesia Masyumi” didirikan dan
diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada 7
2.03832 1945 berdasarkan Keputusan Kongres Umat Islam
di Yogyakarta yang diselenggarakan 7 - 8 November 1945
bertepatan dengan 1 - 2 Dzulhijjah 1346 H. Hamwmmm
ﬁnn.z.uobgwmb Masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai
politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman
pergerakan,! seperti Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir
Abdul Wachid Hasjim, Mohammad N atsir, Mohammad momub.
Hunms.\.oﬂo Zmbmwcwmmaﬁo, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Ki wmm:m,
Em&WE.mCBO. Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah 2
Organisasi-organisasi para tokoh tersebut ada yang
meleburkan diri atau kemudian menjadi penopang utama
sebagai anggota istimewa Masyumi.3

Wm@cammﬁ membentuk Masyumi oleh sejumlah tokoh
Islam itu tidak sekedar sebagai keputusan tokoh-tokoh
tersebut, tetapi keputusan dari seluruh umat Islam melalui
E&.mmﬁ wakil-wakil mereka.* Penilaian inj cukup beralasan
apabila g.mmuﬁnm dilihat dari susunan kepengurusannya yang
Bmdoogbwmﬁ wakil-wakil sejumlah partai politik dan mmh.m:mmb
sosial keagamaan Islam, sebagai berikut: :

A Majelis Syura (Dewan Partai)
E.m&mﬁzm Syeikh KH. Hasjim Asj’ari (NU), Ketua Umum
Ki Bagus .mmnEEmch (Muhammadiyah), Ketua Muda I
KH. Wahid Hasjim (NU), Ketua Muda II

Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah)
Ketua Muda III ,

Anggota:
RHM Adnan (Persatuan Penghulu dan
Pegawainya, PPDP) .
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H. Agoes Salim (Penjadar)

KH. Abdul Wahab (NU)

KH. Sanusi (PUI)

KH. Abdul Halim (PUI)

Syekh Djamil Djambek (Majelis Tinggi, MIT)

Pengurus Besar

Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Partai Islam Indonesia, PII),
Ketua .

Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Ketua Muda I

Wali Alfatah (PII), Ketua Muda Il

Harsono Tjokroaminoto (PSII), Sekretaris I

Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah), Sekretaris II
Mr. RA Kasmat (PII), Bendahara.

Pimpinan Bagian:
Bagian Penerangan:
Wali Alfatah (PII)

Bagian Barisan Sabilillah dan Hizbullah:

KH. Masjkur (NU)

W. Wondoamiseno (PSII)

H. Hasjim (Muhammadiyah)

Sulio Hadikusumo (Jong Islamiten Bond, JIB)

Bagian Keuangan:

Mr. RA Kasmat (PII)

R. Prawiro Juwono (Muhammadiyah)
H. Hamid BKN (Muhammadiyah)
Harsono Tjokroaminoto (PSII)




Komunisme dalam Wacana Ideologi Masyumi

Anggota-anggota:
KH. Dahlan (NU)
HM Farid Ma’ruf (Muhammadiyah)
Junus Anis (Muhammadiyah)
KH. Fathurrachman (NU)
- Dr. Abu Hanifah
Mohammad Natsir (Persis)
SM Kartosuwirjo (PSII Baru)
Anwar Tjokroaminoto (PSII)
Dr. Sjamsuddin (Muhammadiyah)
Mr. Mohammad Roem (Penjadar).®

Keterwakilan tokch-tokoh berbagai organisasi Islam
dalam Masyumi mencerminkan sifat pluralisme sebagai “partai
tunggal Islam” yang menghimpun semua potensi kekuatan
politik Islam. Motif itu, menurut Yusril Thza Mahendra,
QEQ.OSW oleh pandangan-pandangan dasar modernisme yang
positif dan optimis dalam memandang pluralisme.® Perbedaan
pandangan sebagai rahmat Tuhan, karena perbedaan itu

“tidak bersifat fundamental”, tetapi hanya berhubungan
dengan masalah furu’iyah (perkara-perkara kecil).” Tidaklah
mengherankan apabila pada akhirnya tokoh-tokoh tersebut
mengambil inisiatif dalam pembentukan Masyumi guna
menyatukan golongan-golongan Islam ke dalam satu partai
politik yang kuat.® :

_ Perkara-perkara besar yang dipandang perlu dan
mendesak dilakukan menurut para pembentuk Masyumi
adalah menyikapi suasana “revolusi Indonesia” dan persaingan
berbagai ideologi politik dalam masyarakat Indonesia.?
Suasana revolusi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad
Hatta. Suasana ini tampak mempengaruhi rumusan tujuan
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dan urgensi program Masyumi yang kelihatan sangat patriotik
dan nasionalistik. Tujuan Masyumi pada Kongres Umat Is-
lam itu adalah “Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia
dan >.mm5m Islam,” dengan senantiasa “Melaksanakan cita-
cita Islam dalam urusan kenegaraan.”!® Pencapaian tujuan
itu kemudian diterjemahkan oleh Masyumi dengan
merumuskan program kerja sebagaimana terbaca pada
paparan berikut:

A. Program Dalam Negeri

1.Memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fi
Sabilillah,

2.Memperkuat barisan pertahanan Negara Indonesia
dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh Agama
Islam . :

" 3.Menyesuaikan susunan dan sifat Masyumi sebagai

Pusat Persatuan Umat Islam Indonesia, sehingga
- dapat menggerakkan dan memimpin ﬁodzmbmmb
Umat Islam Indonesia moEEg%m

4.Menghormati dan menghargai jasa para pahlawan,
terutama angkatan muda, baik yang tewas maupun
yang tidak, dalam perjuangan menegakkan
kedaulatan negara.

5.Memohonkan kepada Pemerintah Republik Indone-
sia supaya mendesak kaum Sekutu menyegerakan
perlucutan senjata tentara Jepang dan
pengembaliannya, agar bala tentara Sekutu dapat
segera pulang ke negaranya.

B. Program Luar Negeri :
Menyampaikan putusan ini kepada dunia pada
umumnya dan Dunia Islam pada khususnya.!

13
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Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia, khususnya
umat Islam, telah membawa penderitaan yang sangat berat.
Kolonialis Belanda bersama Inggris yang datang seusai
proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah melakukan
“provokasi-provokasi yang senantiasa diarahkan kepada
daulat kekuasaan Republik Indonesia dan kemerdekaan
bangsa dan agama.”? Menurut Keputusan Muktamar Pertama
Masyumi di Solo pada 1946, imperialisme Belanda menjajah
kembali Indonesia telah “memaksa ... Umat Islam berjuang
dalam cara Sabilillah, yakni meninggikan kalimah Allah yang
sedang direndah-hinakan dalam pergaulan waktu (revolusi) ini.
Bagaimanapun, Umat Islam di bawah pimpinan Masyumi
....telah bulat niat dan tekadnya untuk tetap memiliki negara
yang merdeka 100% dan oleh karenanya tidak akan menerima
putusan dari siapapun juga yang tak dapat mencukupi tujuan
Masyumi....”3 Usaha Masyumi untuk mewujudkan tekad
tersebut ialah, pertama dengan peperangan kemerdekaan.”
Kedua, ikut dalam proses penyusunan pemerintah, yaitu
anggota Masyumi terlibat di Kabinet, parlemen, dan jabatan-
jabatan administrasi pemerintahan. Ketiga, “perjuangan
diplomasi” di meja perundingan hingga dicapai pengakuan
kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 194914

Pada usaha pertama telah dibentuk “Barisan Hizbullah
bagi para pemuda Islam dan Sabilillah bagi segenap Muslimin
dan Muslimat.”!® Terhadap usaha kedua, Masyumi
mendukung usaha demokrasi untuk “...mewujudkan susunan
negara yang berdasar kedaulatan Rakyat dan masyarakat
berdasar keadilan menurut ajaran Islam...” Perwujudan
kedaulatan rakyat itu dengan “...adanya hak pilih dan dipilih
yang umum dan langsung.”® Usaha ketiga, selain untuk
mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan Republik
Indonesia, Masyumi juga berupaya agar pemerintah Indone-
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sia menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif, 17 Sikap
politik luar negeri Masyumi dipertegas oleh Manifest Politik
1947, bahwa Masyumi “....berusaha supaya politik umat
Islam dapat menempatkan negara Republik Indonesia
berdampingan dengan negara-negara Demokrasi, terutama
yang berkuasa atau berpengaruh di Pasifik, dan menentang
politik yang mungkin dapat merugikan haluan politik itu....”8

Proses pembentukan dan mempertahankan kedaulatan
negara baru dalam suasana revolusi telah menimbulkan
pertarungan kepentingan dari berbagai kelompok yang saling
bersaing memperebutkan kekuasan dan pengaruh. Persaingan
ini pada gilirannya melibatkan pertarungan kelompok ideologi
utama yang telah tumbuh sejak awal zaman pergerakan, yaitu
kelompok Islam, Nasionalisme Sekuler, dan Komunisme.!?

Persaingan aliran ideologi politik mendapat ruang
geraknya, terutama setelah Maklumat Pemerintah yang
ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad
Hatta. Melalui maklumat itulah lahir partai-partai politik yang
tumbuh di masyarakat.?’ Bahaya persaingan ideologi politik
ini dirasakan juga oleh Masyumi, sehingga dalam Manifest
Politik 1947 ditegaskan perlu “....(2) Menambah tersebarnya
ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia, dengan tidak
menghalangi pihak lain yang sejalan memperkokoh sendi ke-
Tuhanan Yang Maha Esa; (3) Membentengi jiwa umat Islam
dari infiltrasi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan
agama Islam dengan tekad fi sabilillah.”?!

Latar ideologis Masyumi juga dipengaruhi oleh suasana
internasional pasca Perang Dunia II, yang pada gilirannya
melahirkan bentuk perang baru berupa Perang Ideologi yang
kemudian dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Perang ini
melibatkan dua kubu ideologi pemenang Perang Dunia II, yaitu
Blok Barat yang terdiri atas Amerika Serikat dan Negara-
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MM%MMMWMMOMW W%mn yang Boswoa.cmsmwms Kapitalisme,
e o imur %mb.m terdiri m;m,w Uni Soviet beserta
. gara Eropa Timur yang memperjuangk
Komunisme.2? , i
Pertarungan dua kubu ideologi ini juga memiliki
@mme.H:r ﬁ.owrmamw keberpihakan politik internasional partai-
Hﬂmnﬂﬁ U.orﬁw &.Hsmonmmww masa revolusi tersebut. Bagi
~ mmvﬁar.modmmmﬂgm.bm diulas di atas, lebih memilih politik
uar bmmwﬂ bebas-aktif untuk tidak terikat dan memihak salah
Wmﬁs.mmd kedua blok Perang Dingin. Menurut pernyataan Abu
memmr, salah mmoH.mbm anggota DPP Masyumi, dalam
u mHWmH \'% Emmuﬁﬂz di Jakarta pada 7 - 31 Januari 1951
bahwa ...H.uommw bebas Indonesia, berarti mengalirkan @OEEA.
Em&. negeri dengan aktif dan sadar kepada politik damai di
&h:m dan Mommw damai terhadap segala bangsa dan negara
di Indonesia.”®® Politik luar negeri ini juga Bobm%mHmMSb
Namsww pengakuan internasional terhadap kedaulata
Woﬁs.UEm Indonesia sebagai negara baru merdeka, sehin 5
Hmng.bm kerjasama di lapangan _.snoMSmmmoB“& SBMWM
menciptakan kemakmuran, keadilan, dan perdamaian duni
Hoaﬂmuw_.w dengan negara-negara Islam.?* Dengan QQBWW“M.
kondisi itu dapat terwujud apabila terdapat “kedudukan sam ‘
Wmhmm (sederajat) di antara bangsa-bangsa merdeka lai A
dalam pergaulan internasional.”?s _ R

B. Islam di Antara Nmmmnmmmaa dan Komunisme

. Pilihan Islam sebagai ideologi Partai Masyumi adalah
sejalan dengan latar pembentukan Masyumi itu sendiri. Cit
Islam sebagai ideologi Masyumi tampak dari rumusan ﬁm.sp .
wwnmbgm kali yang diputuskan Kongres Umat Islam ﬁoammabmw
di Yogyakarta, 7 - 8 November 1945, yaitu “Pasal II (1)
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Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama
Islam (2) melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan
ketatanegaraan.”?®

Tujuan ini dipertegas dalam pasal IIl, yaitu:

a.Menginsafkan dan memperluaskan pengetahuan
serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam
perjuangan politik.

b.Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam
untuk berjuang mempertahankan agama dan
kedaulatan Negara.

c. Melaksanakan kehidupan sosial rakyat berdasarkan
Iman dan Taqwa, perikemanusiaan sosial,
persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran
Islam

d.Bekerja bersama-sama dengan lain golongan dalam
lapangan perjuangan menegakkan kedaulatan
Negara.?” _

Tujuan Masyumi tersebut tampak didasari oleh
pemikiran bahwa di dalam Islam tidak ada pemisahan antara
urusan agama dengan urusan politik (Negara).?® Dengan
demikian, “menegakkan Islam tak dapat dipisahkan dari
menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan
kemerdekaan.”” Pemisahan antara agama dengan politik
mungkin tepat bagi agama-agama lain di luar Islam, terutama
agama Kristen (Katolik) yang mengenal teori “caesaro-
papisme.” Bagi Mohammad Isa Anshari, salah satu tokoh
penting di Masyumi, pemikiran politik sekuler ini merupakan
warisan “cultural imperialism”yang dibawa oleh agen imperialis,
yaitu kelompok aliran “kafir” (yang menolak kebenaran dan
kenyataan agama), “aliran netral” yaitu kelompok paham
nasionalisme (yang tidak memedulikan agama), dan “aliran
munafik”(yang lebih berbahaya daripada aliran kafir).*!
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HuWHWoBUmBm.mb berikutnya, penjelasan Islam sebagai
MMA .ZNM%EB~ dipertegas dengan Tafsir Azas yang
o >mcmﬂmw MGQMNEM.WSEE VI Zm.ymuﬁn.n di Jakarta, pada 24 —
ent R - Di dalam Tafsir Asas, tampak sekali sikap
P aws%: ﬁoawmawﬁu Nw?ﬁmhmgm yang diperjuangkan

_ .t Mﬁmw. Pimpinan Amerika Serikat dan
S M wwmw ﬁﬁmazmﬂmwnms Blok Timur pimpinan Unj
w5 mam.;mb aik Kapitalisme maupun Komunisme,
5 7l G @m&mB. W.o_uosammb (materialisme), «
s e Hﬁm daripada manusia, dan oleh sifat dan
e MHM:. M«MM&NNM mmmmm M@Hmvcn hidup, dan memenar gkan

ebe »33 : i

“bertentangan dengan Umlbnmw MHMM '&. SMMWMMMMW am“mgmmbm
Pob" HWMHMS ”;m%kmb Islam, Bo.scﬁﬁ Sjafruddin “bukanlah
dalam @onmonWmW vMMM MHWMSWW dﬂ% s e
. olakan 1deologi di masa sekar ini
M@rwwwﬁﬁ Islam lah yang akan tampil ke muka dan UQMMQMM
gai juru-pisah.....3 Alasannya, pertama karena ajaran-

ajaran dan sifat-sif;
i suat Islam. Kedua, berdasarkan sejarah Is-.

~ideolo
~ diputu

Sjafruddin Prawirane |
. . gara, salah seorang i :

konseptor Tafsir Asas Masyumi,3” menyatakan WMMWMMMW =
: am
Mp.omc@mwmb Wnbduﬁoﬁ:m antara Komunisme dan Kapitalisme.”38
Nm Q.m.ﬁm bersamaan antara Islam dengan Bm:.uawﬂwm-
. Mgznwgo adalah mengenai “keadilan sosial, pengakuan
: .wmm elas dan golongan di dalam E,mm%mHmwm; 739 Persamaan

nilah yang menyebabkan antara . .

golongan komunis.

: . nis-dan Is- .
MMD mMMHu,MH. berdampingan melawan ﬁsﬁmﬂmﬁmao-ﬁmﬁ#mhmao
a dizaman pergerakan, sehingga h i i
blok “(keduanya)...tidak kelj : mm T i

; elihatan siapa ko i
dan siapa kaum Muslimj i i i
N n yang asli. Berjuan -
di- UmequB bersama-sama.”4 s S
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Dari beberapa persamaan, ternyata ada banyak
perbedaan mendasar antara Islam dengan Komunisme. Di
antara perbedaan tersebut, antara lain, dapat dilihat pada
persoalan perjuangan kelas dan pengakuan hak individual.
Menurut Sjafruddin, Islam tidak menyetujui adanya
perjuangan kelas seperti kaum Marxis untuk membela kaum
lemah (proletar), dan tidak mungkin menghapuskan satu
mo_obmmb (kapitalis), tapi hanya meringankan penderitaan
kaum lemah, miskin, dan tertindas dengan meletakkan
tanggung jawab yang berat kepada golongan/kelas yang
mempunyai kecukupan materi. Terhadap individu,
Komunisme mengabaikan individualitas manusia, tetapi
menitikberatkan kepada pertentangan-pertentangan di dalam
masyarakat. Pada bagian lain, Sjafruddin Prawiranegara
menjelaskan bahwa penghargaan terhadap potensi individual;
diakui oleh Kapitalisme, hanya saja penghargaan tersebut
tidak ada batasnya, sehingga memunculkan adanya
liberalisme-Kapitalisme.*! Berbeda dengan Marxisme yang
tidak mengakui individualitas, maka letak Islam adalah di
tengah-tengah antara Kapitalisme dan Marxisme.*

Terhadap kedua ideologi di luar Islam itu, Sjafruddin
Prawiranegara menyimpulkan bahwa sebenamya “Kapitalisme
dan Komunisme adalah sama.”® Kesamaan itu antara lain
karena Komunisme sebenarnya merupakan bentuk lain
Kapitalisme seperti yang tampak di Uni Soviet.** Selain itu,

Kapitalisme dan Komunisme berasal dari atau sangat
dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Sjafruddin
mencontohkan bahwa Karl Marx adalah seorang keturunan
Yahudi, di mana ayahnya seorang rabbi (pendeta Yahudi),
sehingga “agama Komunisme” direduksi sebagai bentuk
pembaharuan agama Yahudi.*® Pendapat Sjafruddin ini tentu
saja tidak begitu mengejutkan, tetapi kesimpulannya yang
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» baik Amerika Serikat sebagai agen
Kapitalisme maupun Unj Soviet sebagai agen utama Komunis-
me sama-sama menyokong ﬁoHWQDﬁCWS%m negara Israel.
Dalam penjelasan yang tidak jauh berbeda, menurut
Mohammad Zmﬁ.mmﬁ kesamaan antara Kapitalisme dan
Komunisme ity dapat dilihat Pada masalah kebebasan
manusia untuk mencapai kemakmuran, yaitu: :
“Komunisme dalam mencapai kemakmuran menekan dan
memperkosa tabiat dan hak-h
Kapitalisme dalam memberikan
orang tidak mengindahkan perikemanusiaan dan hidup dari
bemerasan »m:.:mnﬂowazm lain d
kehancuran wm\nmmﬁmz alam. _
Untuk itu, menurut Natsir, umat Islam perlu menjawab
persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat dari dua ideologi
dunia yang dianggap telah menjajah umat Islam selama
berabad-abad itu. Sebagai agama fitrah, Islam memberikan
tuntunan hidup yang lengkap, serta memberikan kebebasan
dan menyuruh manusia berusaha mencari nafkah dan-
kekayaan sekuat-kuatnya, baik di laut maupun di darat 47

Terhadap kepemilikan harta Swm‘mg%m. Natsir
berpendapat bahwa manus;j

an membukakan jalan untuk

berimbang, dan tidak dipakai sebagai alat pemuas nafsy.
Untuk itu, Natsir memandang perlu kewaj
cara membangun kemakmuran seluruh m
mengorganisasi zakat dengan baik, maka

iban zakat sebagai
asyarakat. Dengan
dapat dihilangkan
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kgemiskinan dan kemelaratan &Qa»pmg NMAMNMHMMMAW UMMWM“
ini, j a dengan ,

omww :MNNMMMMNMMMMMM&WMMUMM SQSGW:.NS: wmwmwama.s. .NEES:

szmﬁ.mwxgz kepada tiap-tiap orang agar 3@309:.. rizki sekuat

- 48 Sebaliknya berbeda dengan Kapitalisme, dalam

R:QQQM 3 kekayaan yang didapat tidak boleh &Q::Q.wm: untuk

HMM.MMD::HMQQB diri sendiri saja, tetapi harus pula dikeluarkan

] ] HQ\AQ:
u b

749
kemakmuran bersama.

Dari uraian tersebut, baik Sjafruddin wawﬁnmﬁommﬂ.m
aupun Natsir tampak berpikir apologetik me.mmﬁ
ngmbamﬂm kelebihan-kelebihan di Q.&_ma voam&_wwmw
Kapitalisme dan Komunisme juga terdapat & Q&wmﬂu Mmb@om_nmo
demikian, wajar apabila
itakan Islam. Dengan cara .
w\“oqdwbmb Kahin mengelompokkan mecma.aﬁ ﬁmﬂ.pwwam
Sjafruddin — sebagai tokoh sosialis religius di ngMSH%r s
i i logi antara Islam den
Dari pertarungan ideo : 2
Komunisme dan Kapitalisme, maka tugas dan WM&N%:HH
Masyumi adalah pertama, Bmavoanmrwb.wmb Worm_” a =
Republik Indonesia yang telah &Unoﬁﬂgmmﬂammwobwwwmﬁ
i 1945, dan te
Indonesia pada 17 Agustus 95 t
pengakuan internasional dan mengisinya dengan melaksana
j j dalam kehidupan persecrangan,
kan ajaran-ajaran Islam . ! e
i Republik Indonesia menuj
masyarakat, dan negara R . i
i ini juang deng
i. kait dengan hal ini, Masyumi akan :
HMMN. uwwm”‘m sah dalam negara Republik Indonesia yang berdasar
& A
kedaulatan rakyat, melalui jalan QoBomemr.m i
Kedua, mengingatkan umat manusia agar .on).,
kepada Tuhan dari kesalahan Komunisme dan Nm.@;mrwao
dengan menjunjung tinggi kemerdekaan M.wmwmbpm MmMoMMHMM
i i . Masyumi akan be
dan penindasan oleh siapa pun . .
memwb pihak mana pun di luar Masyumi sepanjang berpegang
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pada kebenaran dan al-Qur’an
dalam penyelesaian konflik,
Masyumi menolak adanya jo)

3 Wmn@n, menolak kekerasan
Perihal politik dalam negeri
aksaan dan kesewenangan dan

~donesia Sangat suka dengan Ppaham-paham Komuni d
sme dan

...bagi orang A ] ‘ 14]

. ! L g Amerika dan Philip;

oMM:EmSm dan Sosualisme ity &.ﬁm:&mwﬁ setali :.QQNNNMSP

LR Y ] : ] A\L‘\N\N
ggapan merekaq ity memang tidak salah, apabila mowmmmm.im
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disebabkan oleh karena pemerintahan Indonesia di bawah
kabinet Amir Sjarifuddin, serta parlemen (KNIP) sebagian besar
didominasi sayap kiri dari Partai Sosialis.*’

Pada masa revolusi bisa terjadi di antara kaum Komunis
dengan Sosialis Indonesia adalah pemeluk agama yang taat,
baik Islam maupun Kristen. Inilah yang mengherankan
sehingga Sjafruddin pun bertanya, “Siapakah yang benar,
merekakah (Muslim atau Kristen) dengan menamakan dirinya
sosialis atau komunis, atau saya dengan mengikuti Partai
Politik Islam Masyumi?”%8

Menurut Sjafruddin terdapat perbedaan antara
Marxisme dengan agama manapun juga. Perbedaannya adalah
bahwa dasar-dasar Marxisme dalam bentuk materialisme-
historis yang sama sekali bertentangan dengan paham
Ketuhanan dari tiap-tiap agama.>’

Lebih lanjut Sjafruddin mengemukakan perbedaan

antara keduanya. Sosialisme-marxian berdasar pada
materialisme-historis, sedangkan sosialisme-agama berdasar.
sosialisme religius. Ajaran-ajaran marxisme seolah-olah ada
kemiripan dengan ajaran-ajaran Islam. Ungkapan yang
mengajarkan, “Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu
akan hidup selama-lamanya...” seolah-olah merupakan suatu
dalil marxisme, padahal Islam melanjutkan dengan kalimat,
...” dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan
mati esok hari.”s® .

Sjafruddin tidak membedakan antara revolusi nasional
dengan revolusi sosial sebagaimana dipertentangkan oleh
kaum sosialisme-marxisme. Tujuan revolusi bangsa Indone-
sia adalah keadilan sosial, yaitu keadilan sosial dalam arti
“.....suatu sistem masyarakat, suatu sistem susunan politik
dan ekonomi yang dapat menjamin terlaksananya keadilan
sosial, kemakmuran rakyat dan sebagainya, yang tak dapat
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dicapai dalam zaman .... Sistem kolonial-kolonial Belanda.5!
.Um_m:d revolusi nasional terdapat unsur sosialisme
seperti yang disebut dalam pasal 33 ayat (1 - 3) UUD 1945.
Zm.Q:wF sosialisme menurut UUD berbeda dengan sosialisme-
marxian. Hal ini tampak pada rumusan @Nm& 29 ayat (1) yang
menyatakan bahwa, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Kmbw ﬂmm,s mo&mbmwmb Marxisme berdasar kepada material-
ng.o-gmﬁod.m yang menolak adanya Tuhan, moim‘BQSW&mewb
perjuangan Wo_mm antara kelas proletar dengan kelas kapitalis
secara sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan.
'Dikarenakan tidak ada pertalian batin antara sosialisme dalam
CC.@ dengan sosialisme-marxian, maka tujuan revolusi
bmmB.S& tak mungkin dapat dipenuhi oleh marxisme. 62
el 4 Uwﬁmmb mengambil kebaikan sosialisme-marxian dalam
kolektivisme lapangan ekonomi, sosialisme-religius u.Cwﬁ.ﬁ

mengakui individualisme, inisiatif dan Umﬁmbmm:bm.mimvmb .

_ @mwmoonm.b.mmb berdasar nilai-nilai ketuhanan. Dari sini tampak
bahwa visi mwmwmmmsoerKECm dalam mengisi revolusi nasional
dengan menjamin “kemerdekaqn seluruh @Q:an. N.mamw& Jjuga
kemerdekaan bagi tiap-tiap orang, baik kemerdekaan berpolitik
maupun kemerdekaan berusaha dan berniaga,...atas dasar
ﬁmS:\&SSE mengadakan sosialisasi atau nasionalisasi
terhadap beberapa perusahaan yang dipandang perlu untuk

kepentingan bangsa dan negara,...revolusi nasional kita

.Sm:ma:&::m terang-terangan anasir-anasir sosialisme
mempunyai sifat-sifat serupa dengan marxis-sosialisme, 3 -
. moo.mz,m singkat, sosialisme-religius dalam revolusi
B.mmSBmH tidak mendasarkan kepada materialisme historis yang
dianut .mommmmmgo-gmdc.mbv tetapi disandarkan pada Wmé&mdm&
manusia terhadap sesama manusia dan kewajiban manusia
kepada Tuhannya. Konsekuensi logis pandangan ini adalah
bahwa “sosialisasi atau nasionalisasj berbagai alat @H.omc.wﬂ
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dalam masyarakat bukan merupakan tuj':an akhir, melainkan
hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan sosial
atau kemakmuran rakyat.”®* Adapun sosialisine-marxian
mempergunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan
sosialisasi dan nasionalisasi dengan membasmi suatu kelas
atau golongan,” dengan menghalalkan segala cara dalam

mencapai tujuan.

D. .mumnﬂw Anti Komunis

Penggunaan kekerasan sebagai implementasi tujuan
menghalalkan segala cara yang dianut oleh kalangan
sosialisme-marxian dalam paham Komunis tidak dapat
diterima dalam pandangan Masyumi dan membahayakan
pencapaian tujuan Masyumi. Karena kondisi semacam ini,
Majelis Syura Pusat Masyumi mengeluarkan fatwa hukum Is-
lam tentang Komunisme yang diputuskan dalam Muktamar
VII Masyumi pada 3 — 7 Desember 1954 di Surabaya.

" Fatwa Majelis Syura Masyumi antara lain menyatakan
bahwa Komunisme manurut hukum Islam adalah kufur. Bagi
orang yang menganut Komunisme dengan pengertian,
kesadaran dan meyakini kebenaran paham Komunisme, maka
hukumnya adalah kafir. Seseorang yang mengikuti Komunisme
atau organisasi komunis tanpa disertai pengetahuan,
kesadaran, dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan, dan
cara-cara Umd.c_.mbmmb komunis, maka hukumnya sesat.

Fatwa Majelis Syura Masyumi tersebut dilandasi
kenyataan bahwa Komunisme sepanjang sejarahnya
“bertentangan, menentang, dan memusuhi hukum Syari’at
Islam serta umat Islam.”®® Secara ringkas, beberapa aspek
Komunisme yang bertentangan dengan Islam menurut fatwa

tersebut tergambar dalam Tabel 1
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Tabel 1

Aspek-aspek Ajaran Komunisme
yang Bertentangan dengan Islam®”

Aspek-aspek Ajaran
Komunisme

Alasan Bertentangan dengan Islam

Komunisme adalah
falsafah yang
berdasarkan
materialisme-historis
(paham kebendaan
berdasarkan sejarah)

Ajaran Islam menyatakan bahwa Yang
Menjadikan dan Memberi segala sesuatu,
baik berwujud kebendaan maupun
kerohaniaan adalah Allah (QS 45:22, 25:2,
20:50, 18:84, dan 4:78) i

Komunisme memusuhi
agama dan -
mengingkari adanya
Tuhan (atheisme)

Ajaran Islam mengakui adanya Allah dan
mengakui adanya agama-agama (QS 2:28,
10:99, dan 109:6)

Komunisme
melenyapkan ikatan
kekeluargaan dan
menjadikan wanita
milik bersama

Ajaran Islam memelihara dan mengatur serta
menganggap suci ikatan keluarga dan !

perkawinan serta mengharamkan nonmmumms‘
(QS 4:3, 17:32, 8:75, dan 47:22) : :

Komunisme pada
dasarnya melenyapkan
hak milik :
perseorangan atas alat-
alat produksi dan
kekayaan

Ajaran Islam pada dasarnya mengakui hak
milik perorangan atas alat-alat produksi dan
kekayaan, asal diperoleh dengan cara yang
halal. Hak milik diberi beban kewajiban serta
dapat diatur dan diarahkan untuk
kepentingan umum (QS 13:26, 4:31, 51:19,
2:219, 9:34), serta hadits Nabi ketika di haji
wada’ yang artinya, “Sesungguhnya darah
kamu dan harta kamu haram diganggu sampai
kamu menghadap Tuhanmu, Seperti sucinya
hari dan bulan haji ini.” v

Komunisme
memperjuangkan dan
melaksanakan cita-cita
dengan sistem
diktator-proletar

Ajaran Islam menganjurkan syura antar
segala golongan rakyat (QS 42:38, dan 3:159)

Politik Islam Anti Komunis

Sebelumnya, Majelis Syura Masyumi Jawa Barat juga

mengeluarkan fatwa yang sangat jelas pada 24 Oktober 1954.
Fatwa tersebut selengkapnya berbunyi:

Setelah mempelajari secara mendalam dan membahas
secara luas seluk-beluk ideologi Komunisme-marxisme,
baik dari sudut keagamaan, kepercayaan, dan ke-
tuhanan, di mana jelas ajaran atau ideologi Komunisme
itu anti Tuhan (atheisme) dan anti agama, maupun dari

“sistem politik kenegaraan dan ekonomi di mana terang

ajaran dan ideologi Komunisme itu anti demokrasi dan
penghapusan hak perseorangan, dan dalam perikatan
kemasyarakatan Komunisme menganjurkan
perjuangan kelas dan perang golongan.

ZWZQHZ.Q?H, bahwa ajaran dan ideologi Komunisme-
marxisme itu bukan -saja bertentangan seluruhnya
dengan ajaran dan hukum Islam, akan tetapi
merupakan bahaya dan bencana besar bagi kehidupan
keagamaan pada umumnya dan mengancam
keselamatan Negara Republik Indonesia yang berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa.

MENIMBANG, sudah seharusnya umat Islam, terutama
para ulama dan zu’ama Islam bersikap tegas terhadap
aliran dan keyakinan (ideologi) Komunisme-marxian,
sesuai dengan ajaran Islam (Qur‘an dan Hadits), bahwa
adalah kewajiban hukum bagi umat Islam Indonesia
untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia dan
umat bangsa ini dari bahaya Komunisme itu.

MENDENGAR, pemandangan-pemandangan dan
pembicaraan para utusan yang berdasar kepada nash
al-Quran dan Hadits dalam konferensi tersebut di atas.
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MEMUTUSKAN

1.Ideologi Komunisme' adalah suatu ideologi yang
sangat Uoiwsﬂmbmmb dengan ajaran dan hukum
Islam, dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan
agama dan negera Republik Indonesia.
2.Umat Islam yang menganut ideologi Komunisme
terang MURTAD dari agama Islam.
3.Haram hukumnya bagi umat Islam masuk menjadi
anggota Partai Komunisme Indonesia dan partai-
partai dan organisasi yang sudah terang hendak
menegakkan hukum Komunisme dj Indonesia.
4.Kalau ada orang yang menganut paham Komunisme
(PKI) yang meninggal dunia, tidak wajib
disembahyangkan dan dikuburkan secara Islam.
S.Menyetujui berdirinya FRONT ANTI KOMUNIS yang
~dibentuk oleh para pemimpin Masyumi Jawa Barat
dan menganjurkan kepada segenap kaum Muslim
- seluruh Indonesia supaya membentuk FRONT ANTI

KOMUNIS di daerah masing-masing, sebagai -

pernyataan tegas dan perlawanan terhadap ideologi

- Komunisme.

6.Bersikap diam tehadap aliran dan ideologi Komunisme
yang diperjuangkan oleh Partai Komunisme Indone-
sia (PKI) berarti membiarkan dan ridla berkembang
dan berkuasanya satu ideologi yang sangat dimurkai
oleh Allah swt.

7.Menyerukan segenap kaum umat Indonesia, terutama
para ulama dan zu’ama Islam agar melaksanakan
ajaran syari’at Islam, ialah membentuk front
persatuan umat Islam yang kuat dan kokoh, guna
membendung aliran dan ideologi yang
membahayakan itu.
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8.Menyerukan kepada segenap aliran partai-partai
politik yang anti komunis agar mereka menghentikan
kerjasama mereka dengan Partai Komunisme Indo-
nesia...s8 .
m&..m_mb dengan Fatwa Majelis Syura Zwmu»cgr M. Isa
Anshary, fungsionaris DPP Masyumi dan aktivis Front Anti
Komunis, merinci bahaya Komunisme bagi umat Islam.5
Bahaya tersebut antara lain pertama, ‘bahwa Komunisme
dibangun atas filsafat hidup yang belum selesai, yaitu
materialisme historis yang sangat bertentangan dengan fitrah
kemanusiaan dan aturan alam besar ini. Kedua, materialisme
ini pada dasarnya adalah menolak adanya Tuhan, wahyu, dan
Nabi. Ketiga, implikasi penolakan adanya Tuhan adalah
Komunisme menjadi anti agama. Keempat, implikasi
materialisme historis adalah berlakunya hukum rimba dengan
mmmmmc.g apa QQ:Q#QS{ rampas itulah hakmu. Kelima,
Komunisme dibangun tanpa moral karena moral kesusilaan
hanyalah pagar bagi kaum borjuis untuk mengekalkan
kekuasaannya. Keenam, marxisme mempergunakan
pertentangan antar kelas (perang golongan) yang berbeda
untuk mencapai tujuannya, yaitu masyarakat tanpa kelas.
Ketujuh, kekuasaan diktator-proletariat pada dasarnya adalah
pemerintah teror yang didasarkan pada kekuatan, ancaman,
dan ketakutan serta tegak dengan penuh kecurigaan dan
kecemburuan antar kelas. Kedelapan, Komunisme merupakan
neraka dunia karena hak milik perseorangan ditiadakan
dengan jalan paksa-kekerasan, sehingga manusia sebagai
pribadi terampas kemerdekaannya. Kesembilan, Komunisme
pada dasarnya anti demokrasi karena tidak diakuinya
perbedaan tafsir dan kebebasan berpendapat. Kesepuluh,
Komunisme adalah anti nasional karena berkiblat dan
mengabdi untuk kepentingan Moskow sebagai induk
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Komunisme dunia. Kesebelas, Komunisme pada dasarnya
adalah imperialisme baru karena revolusi dunia yang diidam-
idamkan oleh kaum komunis bertujuan untuk melaksanakan
penjajahan baru atas umat manusia dengan cara
menggulingkan tiap-tiap kekuasaan bukan komunis. Kedua
belas, Komunisme merupakan penjelmaan agama palsu
wm:.nsw Komunisme atau marxisme tidak terbatas pada
epistemologi materialisme historis dalam persoalan kehidupan
dan kemasyarakatan manusia belaka, kaidah-kaidah
perekonomian dan pembagian rezki, tetapi ._.cm.m berperan
seperti agama baru yang mematarbalikkan pandangan
manusia. Agama Komunisme ini disebut sebagai agama ke-
bencian karena hendak memutarbalikkan wajah dan semangat
manusia dari menuhankan Tuhan yang Ghaib kepada
menuhankan tuhan yang nyata (konkret) berupa alam materi

E. Faksi Masyumi Menghadapi Komunisme

Penyikapan wacana Komunisme dj. dalam tubuh
Masyumi sedikitnya melahirkan dua faksj utama, yaitu faksi
Sukiman Wirjosandjojo dan faksi Natsir.7° Di luar kedua faksi
itu, ada faksi Muhammad Isa Anshary yang dikenal sangat
radikal dan ekstrim. Faksi tersebut memiliki tanggapan
berbeda terhadap Komunisme, meskipun sama-sama
menolaknya.

Jusuf «SEmoﬁo, sebagai salah seorang yang digolongkan.
ke dalam faksi Sukiman menyatakan bahwa kewajiban bagi
umat Islam Indonesia untuk mengenal lebih dekat Marxisme
supaya dapat menyelidiki lebih seksama seberapa jauh
perbedaan, kesearahan, dan pertentangannya dengan Islam.”
Dengan mengenal aliran Marxisme itu, maka dapat dikurangi
kesalahpahaman yang tidak perlu, yang merugikan
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perjuangan Islam sendiri. Pada gilirannya, sikap demikian
akan menumbuhkan penghargaan terhadap anasir-anasir
yang dianggap berguna dan dapat memperkaya pengetahuan
.@mam kader politik Masyumi. .

, Dari kelompok radikal, Muhammad Isa Anshary,
anggota Masyumi dari Persis, adalah salah satu contoh yang
sering disebut sebagai “ekstrimisme Muslim”.” Isa Anshary
membidikkan semua upaya untuk memperluas dan
memanfaatkan isu anti Komunisme sebagai senjata politik
utama. Isa Anshary membentuk organisasi Front Anti Komunis
pada tahun 1953. Front ini merupakan pengembangan dari
rencana pembentukan Front Ketuhanan dan Demokrasi pada
tahun 1952. Menurut Isa Anshary, ia merasa bahwa
pertumbuhan Komunisme di Indonesia merisaukan sejak
lama. Ia menuntut sikap anti Komunisme yang lebih tegas,
sehingga dipilihlah nama Front Anti Komunis.” Organisasi
bentukan Isa Anshary ini tidak ada kaitan formal dengan
Masyumi, tetapi oleh sebagian tokoh Masyumi dianggap
sebagai kelompok penekan yang ditujukan kepadanya. 74

Berbeda dengan kelompok radikal, kelompok moderat
yang cenderung ditunjukkan faksi Sukiman jauh lebih lunak
dalam memandang Komunisme di Indonesia. Kalaupun
cenderung menentang cara-cara Isa Anshary dan
menganggapnya rawan serta bahaya, bukan berarti mereka
mengamati pertumbuhan Komunisme secara pasif. Dalam
melawan Komunisme, mereka mengutamakan pengembangan

Suatu program partai yang praksis. Oleh Compton, perbedaan
dalam tubuh Masyumi tersebut tidak berkait dengan persoalan
“‘apakah harus memerangi Komunisme”, melainkan
“bagaimana memerangi Komunisme”.”s

Sikap faksi Natsir yang dikenal sebagai kelompok
sosialis-religius dalam Masyumi antara lain dapat dilihat dari
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Q.w.Qm:mm Program Masyumi pada awal 1946, yang kemudian
dijelaskan oleh Sjafruddin Prawiranegara dalam buku Politik
dan Revolusi Kita yang diterbitkan pada pertengahan 1948
wa dalam Tafsir Azas Masyumi pada 1952 yang Wobmoﬁb%m
disusun bersama-sama Mohammad Natsir. Sjafruddin
Uon.ﬁo.bamﬁwﬂ bahwa sosialisme Masyumi berbeda dengan
mo.mH.mmeo yang dianut kaum Komunis (Marxis), mow.mm@sup
sﬁﬂﬁ dengan Sosialisme-Marxian. Sosialisme-religius tidak
Q&Wmm;nmb pada materialisme historis Karl Marx, tetapi
dasarnya kepada tugas manusia now?ma,mv_ mmmmgmb,%m dan
tugas kepada Tuhannya. Selain itu, perbedaan mencolok
tampak pada soal perjuangan kelas y

1pa ang dipergunakan
sosialisme marxian yang cenderung menjadi fasis karena

semua ditujukan untuk negara sebagai bentuk kolektivitas-

nya, sedangkan sosialisme religius hanyalah salah saty alat

untuk nwoSE.c&Amb keadilan sosial dan kemakmuran rakyat
m”nnmv kelompok sosialis religius ini makin keras wm@mam..
NoB.:EmBa ketika ide Demokrasi Terpimpin mulai dikenalkan
Presiden Soekarno pada akhir 1956. Di bawah gagasan ini
PKI Qmm.umﬁ. merangkul Soekarno untuk melapangkan .dmpmb.
NoH.ssEmEo di Hbaobomwm.qm.mmwmﬁ keras ini tampak sekali
ketika Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan
w:nrmm.uza&b Harahap turut bergabung dengan “HUHNWH
AH.umBoSbﬁmr.ms Revolusioner Republik Indonesia), yan
&mﬁow_mnbmmﬁmb pada 15 Februari 1958 di wmambm, %mﬂw
sejalan dalam melihat ancaman Komunisme ,ﬁwxc iz
Keterlibatan mereka dalam PRRI kemudian menjadi &mmwb

Ummmmoowmqbosor .
e ) SWmH:mememuEnz Uc_ums. pada Agustus
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Catatan

! Partai-partai politik zaman pergerakan yang mengikutsertakan para
wakilnya seperti PSII, Partai Islam Indonesia (PIl), Penjadar. Sedangkan
organisasi sosial keagamaan yang ikut bergabung antara lain NU,
Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), PUI, PUII, dan sebagainya. Pada
perkembangan berikutnya, PSII keluar dari Masyumi pada 1947, menyusul
NU pada 1952. Sekalipun begitu, ada pula yang ikut menyeburkan diri ke
dalam Masyumi seperti Partai “SERMI” (Banjarmasin), Partai “USUMI”
{Samarinda), Al-Jamiyatul Washliyah (Medan), Nurul Islam (Tanjung
wmsams.r dan Permi (Pontianak) pada 1950. Lihat, Taufiqurrahman,
“Peringatan ke V Partai Politik Islam Masjumi”, Suara Partai Masjumi, No.
11 th 5 (Desember 1950}, hlm. 10, Amanat Prawoto Mangkusasmito, “Dalam
Memperingati 6 tahun Masjumi®, Hikmah, no. 9 th IV {4 November 1951),
hlm. 6 dan penulis yang sama dalam “Amanat Wakil Ketua Pimpinan Partai
dalam Ulang Tahun VI Masjumi, Suara Partai Masjumi, No. 11/12 th. 6
(November-Desember 1951), him. 4, “Partai Masjumi” dalam Kepartaian di
Indonesia, (Jakarta: Kementrian Penerangan Republik Indonesia, 1950),
him. 9. ; . .

2 Yusril Thza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam
Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-
Islami (Pakistan), (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hlm. 62- 63.

* Pembahasan ini dapat dilihat dalam Tamar Djaja, “Masjumi dengan
Anggota Istimewa dan Otonom”, Suara Partai Masjumi, No.2, th ke-7,
(Februari 1952), him. 7 — 8. ;

4 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme, hlm. 64

 Abu Barkat, “Peristiwa Penting bagi Umat Islam Indonesia 17-8-
1945 - 17-8-1951,” Suara Partai Masjumi, No. 8 — 9, th ke-6 (Agusius —
September 1951), hlm. 14 dan 16,Tamar Djaja, “Masjumi 8 tahun’, Suara
Partai Masjumi, no. 10 — 11, th VII, (Oktober — November 1953), hlm. 8 - 9.

‘¢ Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme, hlm.65.
7 Mohammad Natsir dalam ibid.

8 Ibid.

° Ibid., hlm. 66.

1 Lihat Anggaran Dasar Pasal II “Partai Masjumi” dalam Kepartaian
di Indonesia, hlm. 10, dan Prawoto Mangkusasmito, “Dalam Memperingati
6 tahun Masjumi”, him. 6.

' Abu Barkat, “Peristiwa Penting”, hlm. 16.
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12 « 1 . . A
TS U Dokumentas;j Kaum Muslimin”, dalam Muktamar Masyumi VIII
esember 1956, (Bandung: Panitia Muktamar Masjumi VIil, 1956),

him. 28.
** Ibid., him. 29.
14 <=m .~ ~ 3 I
66, 78 - 81. ril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme, hlm.

** Taufiqurrahman, “Perin . |
'* Tauf: . . gatan Ulang tah g .
Barkat, “Peristiwa Penting”, him. 16. . s

' “Dokumentasi Masjumi”, him. 29 - 30. -
u.q ,. ., . i
Kebijakan Politik luar negeri Masyumi ditegaskan berulang-ulang,

terutama dalam seti ja

pag < ‘ etiap keputusan Muktamar sejak Muktamar I, Pebruari
1S .nU.chmeSmm Masjumi”, hlm. 29 - 30.
*® Yusril Ih ) v

e za Zmrnnmnm. Modernisme &.Q: Fundamentalisme, him.

= ,mmwnl.mamlwn Negara Re i ia, .
. publik Indonesia, 30 Tahun Indonesiq
M&MMW&#W tmg" PT .Ounﬂm h.manono Gung Persada, 1985), I him. 55 - 56
orge’ oﬁc.gmb Kahin, Nationalism and Revolution in szo:mmmn. Ermnm.w
Cornell University Press, 1952), him. 156 - 161. . .

2! “Dokuementasi Masjumi”, hlm. 33 —-.34, Abu .sz.wmn rvw:.mQSn

Nw:n.:@ him. 16. ,

i M M. H~¢M IN.WQSNWWHOOE War”, dalam Joel Krieger (ed). The Oxford Com-
e S orld, (New York d q: A
1993), him. 151- 1513, { rk dan Oxford: Ox.moﬂn University Press,

# Abu Hanifah, “Politik Luar Negeri” . . ,
, “P geri”, dalam S | Masjumi
No. 2 th ke-6 (Februari 1951), him. 18. E.ﬁwa S = L
© 2 “Dokumentasi Masjumi”, hlm. 29,
% Jbid. iy
% Kepartaian di Indonesia, EB io.
27 Ibid. .

? Mohammad Natsir Islam Seb ] ,.
1 agai Ideol jumsi
(Jakarta: Penerbit Aida, 1950}, him. 14. E - e

® Ibid., him. 7.
* Jbid., hlm. 25.
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3! M. Isa Anshary, “Garis Pokok Perdjuangan Masjumi (1)”, Suara
Partai Masjumi, no 3, th VIII (Maret 1953}, him. 18 - 19.

32 “Tafsir Asas” dalam SU Bajasut (peny). Alam Fikiran dan Djejak
Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito, (Surabaya: Documenta, 1972}, him.
401 :

3 “Tafsir Asas”, hlm. 41. Lihat juga dalam Deliar Noer, Partai Islam
di Pentas Nasional 1945 — 1965, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987),
hlm. 137 - 140.

) 3¢ “Tafsir Asas”, Ibid. Deliar Noer, Partai Islam, hlm. 138.

3% Sjafruddin Prawiranegara, Islam dalam Pergolakan Dunia
(Bandung: Penerbit Al-Ma’arif, 1950}, hlm. 11.

36 Sjafruddin Prawiranegara menambahkan dengan alasan ketiga
yang bersifat subyektif yaitu ..”karena Tuhan sendiri telah berfirman bahwa
Islam atas pimpinan Rasulullah adalah agama yang penghabisan. Ibid.,
him. 12

37 Deliar Noer menyebutkan bahwa konseptor Tafsir Asas Masyumi
selain Sjafruddin Prawiranegara adalah Mohammad Natsir, Deliar Noer,
Partai Islam, -hlm. 137. .

3% Sjafruddin Prawiranegara, Islam dalam Pergolakan Dunia, hlm.
13. .

% Ibid.

% Ibid., him. 14 - 19.

“1 Ibid., hlm. 29 - 30.

42 Ibid., him. 29.

* Ibid., him. 40.

* Ibid., hlm. 28 - 29.

45 Ibid., hlm. 36 - 41.

46 Mohammad Natsir, “Djawab Kita”, Suara Partai Masjumi, No. 1 th
ke-7 (Januari 1952), hlm. 5. i

47 Ibid.

48 Ibid.

* Ibid.

50 George McTurnan, Nationalism and Revolution, hlm. 309 — 311.
51 “Tafsir Asas”, hlm. 411 - 413.

2 Ibid., hlm. 415 - 417.

35




Komunisme dalam Wacana Ideologi Masyumi

* Ibid., hlm. 420 - 421.

54 Helberth Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indone-
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BAB II
KEBIJAKAN POLITIK
ANTI KOMUNIS

A. Pendahuluan

Perjuangan Masyumi menghadapi gerakan komunisme
yang diperjuangkan oleh PKI pada era Demokrasi Liberal
(1950-1957) tidak dapat dilepaskan dari faksi-faksi di dalam
Masyumi sendiri. Pada masa revolusi, perjuangan Masyumi
menghadapi Komunis didominasi oleh kalangan senior
pergerakan kemerdekaan seperti Sukiman Wirjosandjojo dan
Samsudin. Pada masa Demokrasi Liberal, Masyumi didominasi
oleh kalangan muda seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin
Prawiranegara.!

Jika diperhatikan, pemilahan ini sebenarnya hanya
melihat periode kepemimpinan elit partai. Namun demikian,
Masyumi tampak terbagi dalam dua faksi utama, yaitu faksi
Sukiman Wirjosandjojo dan faksi Mohammad Natsir.2 Sukiman
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nrmbmmm% sebagai kelompok “Masyumi N mmmosmmwa. sedangkan
i wnmq adalah faksi “Masyumi Sosialis-Demokrasi.” Pemilahan
ini oleh kalangan Masyumi dianggap sebagai upaya untuk
memecah ca?& internal partai ¢ .
Kiprah Masyumi pada era Demokrasi Liberal Bo_d.@,mwm_b
wmeowcmBmm logis untuk mewujudkan cita-cita yang menjadi
.HESNDB.%P seperti disebutkan dalam Anggaran Ummwa
Masyumi. Dari rumusan tujuan Masyumi sejak dibentuk pada
7 ..2955@3 1945, secara garis besar terdapat mmm (3) lapangan
meﬂ“ Masyumi, %EMW lapangan parlementer (badan legislatif),
T an pemerint i
voggbmmbvzgmﬁm ahan (badan eksekutif), dan MN@mbmmb
Dari tiga lapangan perjuangan Masyumi itu bagian
Uonwmbpm dan kedua merupakan fungsi Masyumi mmdmm,mu. partai
politik di tingkat suprastruktur, sedangkan wm%g ketiga
merupakan peran di tingkat infrastruktur. Pada lapangan
@m&osm.sﬁoﬁ Masyumi berperan di lembaga-lembaga Dewan
Huwgww:ms Rakyat di pusat dan. daerah sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sarana %.mbm lazim
ammmﬁb negara demokrasi. Di lapangan pemerintahan Masyumi
berjuang untuk mendapatkan kedudukan dalam Wm,._uws@ﬁ dan
aparatur H.u.mgo&bﬂmrmb lainnya. Di lapangan pembinaan umat
Masyumi membangun fungsi partai politiknya Qmﬁmmsv
me%.zmc.b tenaga umat yang tersebar dalam berbagai
organisasi massa Masyumi di tingkat akar rumput (grass root).

B. Pemerintahan vaumobpmbnon

Y Peran Masyumi sesungguhnya sudah dimulaj sejak
didirikan pada 7 November 1945 dalam sebuah Kongres Umat
Islam di Yogyakarta, baik dalam bentuk peperangan dengan
membentuk laskar Hizbullah dan Sabilillah maupun diplomasi
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yang dilakukan dengan pihak Belanda, sehingga tercapai
pengakuan kedaulatan negara pada 27 Desember 1949. Selain
itu, Masyumi juga turut berperan di bidang pemerintahan
dalam Umdmnm@w kabinet, Kabinet Syahrir, Kabinet Amir
Sjarifuddin, dan Kabinet Hatta.

Peran besar Masyumi dalam percaturan politik Indo-
nesia meningkat setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 melalui
penerimaan Mosi Integral sebagai formatur kabinet. Natsir
berhasil membentuk sebuah kabinet, walaupun tanpa
mendapat dukungan PNI. PNI tidak ikut dalam kabinet setelah
permintaannya mengenai sejumlah pos jabatan menteri ditolak
Natsir. Natsir kemudian dapat membentuk sebuah zaken
kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
kabinet ini, Masyumi menempati empat pos jabatan, yaitu
Perdana Menteri (Mohammad Natsir), Menteri Luar Negeri
(Mohammad Roem), Menteri Keuangan (Sjafruddin
Prawiranegara), dan Menteri Agama (Wachid Hasjim).® Dari
daftar nama kabinet tersebut, selain nama Wachid Hasjim,
tampak bahwa kelompok Sukiman di dalam Masyumi tidak
terwakili sama sekali.

Beberapa program Kabinet Natsir antara lain:?

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan
umum untuk Konstituante dalam jangka dekat

2.Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan

: voBomamr serta membentuk peralatan negara yang
bulat

3.Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan
ketenteraman

4.Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan
ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan
ekonomi nasional yang sehat
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memperluas usaha-usa
| derajat kesehatan rakyat
ﬂ.god,%ogwsﬂbmwms organi
pemulihan bekas anggota
masyarakat
8. gogﬁod.cm_bmwg
tahun ini (1950)

sasi Angkatan Perang dan
tentara dan gerilya ke dalam

penyelesaian soal Irian Barat dalam
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sekedar “Kementrian Pembagian Korma” pada saat bulan
puasa (Ramadlan) 2 _

Meskipun ada perbedaan di kalangan Masyumi sendiri
terhadap Kabinet Natsir, justru DPP Masyumi menyetujui sifat
zaken kabinet (kabinet ahli) bentukan Natsir tersebut. Selain
itu, DPP Masyumi juga menyetujui program kabinet dan
memberi kesempatan kepada kabinet tersebut untuk bekerja
keras sampai terbentuknya Konstituante.'®

Dari program kabinet tersebut tampak bahwa Natsir
membawa program partainya yang telah diputuskan dalam
Muktamar IV Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1949
dalam kebijakan pemerintahannya. Politik luar negeri masa
Kabinet Natsir ditandai dengan keberhasilan Indonesia
diterima sebagai anggota PBB ke-60 pada tanggal 29 Desember

1950. Keberhasilan juga merupakan tanda bahwa Urgensi
Program Masyumi yang diputuskan dalam Muktamar tersebut
telah mencapai sasaran. Menurut Mohammad Roem,
keberhasilan Indonesia diterima sebagai anggota PBB juga
mencerminkan ‘pengakuan kedaulatan’ RI oleh masyarakat
internasional. !
Program pemilu Kabinet Natsir juga mencerminkan
adanya semangat menggebu untuk membentuk tatanan
pemerintahan demokratis yang terus-menerus diperjuangkan
sejak Muktamar I Masyumi tahun 1946. Meski demikian, pro-
gram ini belum berhasil dilaksanakan. Perhatian nasional
Umb%mw dicurahkan pada program ﬁodmoavm:wb Irian Barat
ke pangkuan Indonesia sebelum akhir 1950 dan pemulihan
keamanan pasca penyerahan kedaulatan berdasar keputusan
KMB. Pemerintah Natsir cenderung mengutamakan politik
diplomasi seperti yang dilakukan oleh Sjahrir pada masa
revolusi, sehingga Presiden Soekarno antara bulan November
dan Desember 1950 mendesak agar Irian Barat kembali ke
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pangkuan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1951 12 Partai
oposisi seperti PNI dan golongan komunis (PKI) memanfaatkan
kelemahan Natsir tersebut dengan slogan boikot kepada
orang Belanda yang berada di Indonesia, jika Irian Barat belum
dikembalikan seperti diserukan Soekarno. Namun, Masyumi
sebagai partai Peénguasa saat itu justru mengecam dan
menolak seruan boikot dari “anasir-anasir” yang hanya
memperjuangkan kepentingan diri dan golongan saja.!3

politik antara Masjumi dengan gerakan DI. Masjumi berjuang
dengan jalan aosomqmﬁm-wmwﬁoﬁobﬂmﬁ sejalan dengan UUD
dan semua UU Negara RI, serta tidak mn.bmmb jalan kekerasan
atau dengan jalan membentuk negara dalam memhm RI.14
Kebijakan anti komunis Pemerintah N atsir ditandai oleh
adanya larangan rapat-rapat umum dan pengibaran setengah
tiang Bendera Merah Putih untuk menghormati pemakaman
kembali Amir Sjarifuddin dan Wmwa-WmémbB%m dari FDR/PKI
yang dihukum mati karena keterlibatan mereka dalam
Pemberontakan Madiun 1948. Usulan pengibaran bendera
disampaikan SOBS] (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indo-
nesia) kepada mommbmv kantor SOBSI dan organisasi serikat

mengadakan pemberontakan di Madiun Yang mengakibatkan
korban puluhan riby orang, baik darj kalangan rakyat, para

44

Politik Islam Anti Komunis

pemimpin, pamong praja, dan polisi. m.nBUo.HoBSme M\Am&c”
telah melemahkan perjuangan nasional, _cmﬁ,ﬂ.».vm a mmm.
Bangsa Indonesia harus menghadapi H.HEm:r dari _cm,mmav MMM@H
Belanda). Pemerintah Natsir Embm.maawmﬁ seruan i
sebagai pernyataan persetujuan SOBSI oMm P
pemberontakan tersebut untuk merobohkan negara. s
Kabinet Natsir tidak berumur lama, hanya ‘an wmb
sampai tanggal 21 Maret 1951. m&m& satu .@obv&,cm& WMWE NMM
Kabinet Natsir adalah karena mosi .mmewsmcgo ﬁm vﬁwnmb
tanggal 21 Januari 1951 mengenai pencabutan Uo“ b
Pemerintah No. 39/1950 tentang @Q.Euowzmh DPR ..ﬁ e =
Dalam Negeri Mr. Assaat tidak setuju dengan Mosi ‘ Q,mw. s
dan Kabinet sependirian dengan Assaat. Parlemen BameWB
mosi Hadikusumo, sehingga kabinet Umﬂcm. B.mbmcb. E.rmb
diri karena menolak mosi tersebut.® Selain itu W&Wﬂmﬁ MM
Kabinet Natsir juga disebabkan oleh mundurnya mowﬂw s
menteri dari Partai Indonesia Raya (PIR),Y serta Wcas im
(Non Partai)!® dan Harsono Tjokroaminoto (PSII). i WQ
Jatuhnya Kabinet Natsir disikapi oleh PKI sebagai bu
bahwa Pemerintah Natsir tidak &QWmmHWwU pada vmnmmﬁmg
nasional yang bulat serta politik nasional yang merdeka QMM
demokratis. Kabinet Natsir dianggap Bobmrmg._ummnmb i
kepada kepentingan :.\Euolm:w_. meo:m tida , aupmmﬁ ,
membatalkan persetujuan KMB. Selanjutnya NE Uow@mopb .mm.umc.
bahwa jalan satu-satunya untuk Bwbmmﬂmmy ﬁo.nmo memwwm
adalah perlu dibentuk kabinet S,.mmHoB& bersifat koa ms.
Meskipun tidak menyebut Em&ﬂ@ secara ﬁoa.mﬁmwﬁowm%m mm
PKI mengharapkan agar Pemerintah koalisi .;: EMHU ;
mengakhiri diktator satu partai atau beberapa @.mwﬁmr m.a wmmH -
berjalan pemerintahan demokratis %mﬁm terdiri amﬂ .@mmwb
partai, golongan, dan orang-orang tidak berpartai yang
demokratis.?® :
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Qmﬁcbw&\m Kabinet Natsir bukan berarti hilangnya
Womwsﬁmﬂmb Masyumi untuk memimpin ﬁmgoidﬁmw%%
Sukiman Wirjosandjojo, Presiden Partai Masyumi Umwrmmm.
membentuk kabinet pada tanggal 26 April 1951 mow&mb Mr
.mwi..obo dari PNI gagal membentuk kabinet baru.2! ngban.
e merupakan suatu koalisi dengan mengikutkan PNI masuk
di mm_wsb%m, sehingga dianggap dapat Bmsmow&awwb
Pemerintahan Sukiman. Dari susunan kabinet tersebut
”B@mwn sekali bahwa dari kalangan Masyumi yang wwcm
QM_.MM m“g Mﬂmum.wunm kabinet adalah dari kelompok Sukiman

._UHC menyikapi pemerintah baru itu dengan
kesediaannya untuk menghentikan politik oposisi dengan
persyaratan pemerintah betul-betil menjalankan o%ﬁw
Wn&.mm.ww Namun tawaran PKI tidak mendapatkan ﬂmbmﬁmmvmb
dari pemerintah Sukiman. Pada bulan Juni, Juli dan awal
Agustus 1951 terjadi pemogokan para buruh menentan
Huaﬂmgnmb Militer anti mogok yang ditetapkan ﬁogaiamm
.mmUmEBB%m pada 13 Februari 1951. Para buruh sejumlah
Encm& menuntut bonus lebaran (Hari Raya Idul 3%& an
F.mwzm diberikan, seperti telah dilakukan kepada pegawai DM wM
sipil. Demikian pula para buruh kargo berada di bawah mowmu«m t
Ehdr PKI melakukan aksi mogck serupa. Kondisi QQEEMW

Q.Gmnwmbmmﬁ, dengan keadaan Ibukota Jakarta yang ak
aﬁm.Bmmeb‘o_or kelompok PKI untuk memb m—
Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dan aka
sebagai “Madiun Affair” berikutnya 2+
Situasi panas itu semakin mene 1
Pemerintah Sukiman melakukan “razia >mcmﬁm%ms Hm MM HHW WWMMM
berbentuk penangkapan anggota-anggota parlemen Q.mb ar.
tokoh PKI serta kelompok kiri lainnya di Jakarta dan Q,mo@mbw
daerah,? seperti D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Alimin, d.c.mﬁo-

oikot peringatan
n dimanfaatkan
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dan Ny. gc&mao (PKI), I. Tedjasukmana (Partai Buruh),
Maruto, Pandu K. Wiguna (Murba), Supratono (Sarbupri),
Suhardjo (Serikat Buruh Pertjetakan), Situmeang (Perbun),
Siaw Giok Tjhan, Sidik Nonﬁmvmm (Non-Partai).?” Meskipun
demikian, ternyata “Razia >maEm= tidak hanya menimpa
kalangan Kiri. Beberapa tokoh Masyumi pun ada yang
ditangkapi. Di antara tokoh Masyumi itu adalah Muhammad
Isa Anshary, K.H. Abdul Halim, dan K. Hassan karena diduga
terlibat gerakan pengacau DI/TII di Jawa Barat.?® .

' Ketua Fraksi PKI Sakirman memprotes keras tindakan
razia oleh pemerintah tersebut.? Ia menganggap tindakan
pemerintah tersebut sebagai pelanggaran hak-hak asasi
manusia dan hak-hak demokrasi. Sebaliknya, Masyumi
meminta Pemerintah Sukiman agar memperhatikan kritik
Masyumi dengan tenang. Karena pemerintah telah disesatkan
oleh awmou mata yang dipakainya” untuk menghadapi situasi
keamanan, terutama di Jawa Barat yang masih diliputi gerilya
DI, sehingga tokoh-tokoh Masyumi yang diduga mempunyai
hubungan dengan DI tersebut ditangkapi. Padahal, menurut
Masyumi, semenjak proklamasi kemerdekaan hingga masa
pemerintahan Sukiman, Masyumi berjuang melalui “garis
undang-undang negara”.?-

Keputusan untuk memelihara keamanan dalam negeri
mengalami ancaman dari berbagai aliran. Gerombolan
bersenjata telah mengacau keamanan mulai ekstrim kanan
seperti DI di Jawa Barat, agmwmamb Umat Islam (AUI)” dan
“Batalyon 426” di Jawa Tengah, dan dari ekstrim kiri seperti
gerakan “Republik Rakjat Indonesia” di Cirebon Jawa Barat
dan “Merapi-Merbabu Complex” di Jawa Tengah. Juga adanya
APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah Westerling dan
Pemberontakan Andi Azis yang dianggap membahayakan
keamanan dalam negeri. Belum lagi ditambah situasi
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keamanan sebelum “Razia Agustus”
khawatirkan, sehingga terjadi penangk
di atas. Keadaan demikian telah “menjebak” pemerintah untuk
mendapatkan bantuan militer untuk mengatasi gerombolan
bersenjata tadi, sehingga Menteri Dalam Negeri Achmad
Subardjo membuat kesepakatan mengenai “Mutual Security
Act (MSA)” dengan pPemerintah Amerika Serikat 3!
MSA ini selain meliputi bantuan peralatan senjata juga
bantuan ekonomi. Oleh Pemerintah Amerika Serikat, seperti
dikatakan oleh Presiden Truman, MSA dimaksudkan untuk
memerangi bahaya komunis di masa Perang Dingin. Bagi partai
oposisi di Indonesia, persetujuan Indonesia dengan Amerika
Serikat dalam bentuk MSA dianggap telah meninggalkan
politik bebas yang dianut Pemerintah Indonesia sendiri,
sehingga ikut memihak salah satu Blok Perang Dingin yaitu
Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat,32 Tindakan
kabinet tersebut movobmb.p%m dapat dikatakan sebagai upaya
represi terhadap PKI.3* Namun dampak politiknya berimbas
pada Masyumi sendiri karena ,&mnmmmﬁ telah menyimpang dari
politik luar negeri RI. Ketua DPP Masyumi Mohammad Natsir
menyatakan bahwa partainya tidak bertanggungjawab atas
penandatanganan persetujuan penerimaan bantuan
berdasarkan MSA. Meskipun demikian, Pimpinan Masyumi
tidak akan menarik para menterinya dari Kabinet 3¢ .
Pada akhirnya, Kabinet Sukiman jatuh dengan
&m&&.ﬁb%m Mosi Mr, Djodi Gondokusumo oleh parlemen yang
menolak MSA itu. Kabinet memutuskan secara bulat untuk
menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal
23 Pebruari 19523 Kabinet Sukiman hanya dapat bertahan
selama 10 bulan, lebih lama dibanding Kabinet Natsir.
Kabinet Sukiman digantikan oleh Kabinet Wilopo,
berhasil dibentuk pada tanggal 30 Maret 1952. Seb

yang makin meng-
apan seperti tersebut

yang
elum
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Kabinet ini terbentuk, mulai terasa bargaining ﬁo.m&o: M\ ﬁoﬁcmmpm
dari setiap formatur kabinet yang ditunjuk, mor.:wmmwd M,ﬂ it
formatur ditunjuk oleh Presiden Sukarno Qamw,nvw i
membentuk kabinet. Pada tanggal 1 Zmnm.ﬁ SZ. i
U.B.Omcwmﬁ.o (PNI) dan Prawoto Embmwcmmm.ano ( mmmvzwﬂsn
&.;EE.EA sebagai formatur kabinet. Akan tetapi kedua oQM S
.n.c gagal melaksanakan tugas, sehingga menyera iy
“Dmbawﬂbu& kepada presiden pada 19 Maret Gme. WQMHMWSNB
: jadi ika menentukan kursi kepem :
formatur terjadi keti ner LR
1 i) dan pos-pos kementeri
kabinet (Perdana Menteri) ; e
i ian dalam negeri, pertahanan, .
seperti kementerian = g R o0
idi butan antara Masyu
didikan, selalu menjadi re . .
MMMW memiliki kursi mayoritas di Humlobpmbm HAQWSMMMM
itunj i i PNI sebagai formatur dan ber
ditunjuklah Wilopo dari L N
i i dengan dirinya sebag ;
bentuk sebuah kabinet . . :
mmbﬂo& dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) sebagai Wakil
a Menteri.% g .
Humamb_uw dalam Kabinet Wilopo, selain umcmﬁmb. Wakil wmmamwm
Menteri, Masyumi menduduki posisi Menteri U&mwu ommﬁ
Agormab.gma Roem), Menteri Pertanian (Moh. wM.H&mEm.QmW
i 1
i .H. Faqih Usman).?” Meskipun :
Menteri Agama (K.H. ) {2 Aeiex
isi Perdana Menteri, ternyata
mendapatkan posisi . o Vi
iki isi ] osition) yang sanga
memiliki posisi tawar (bargaining p ‘ _ Ry
1t , kabinet yang memprior
Ini tampak pada program i :
pemilu Konstituante dan DPR di urutan mwﬂmﬁﬂ amam MMMMM
. but berhasil diwujudkan 4
rogramnya.3® Program terse :
um.ﬂ%wo 7/1953 tentang Pemilihan Anggota Nod.mgc.wbﬂo Mwb
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga pemilu dij m_mw Zm%
menurut UU tersebut, DPRD masih berjalan berdasar PP. No.
1950.%° . .
i Posisi kuat Masyumi di kabinet Wilopo ﬁ:&ﬁ.ﬁm ﬁa&”
sekuat menyelesaikan konflik internal partai dari unsu
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Anggota Istimewa, yaitu NU, yang tidak puas menempatkan
pos Kementerian Agama untuk kelompok Muslim Modernis
(Muhammadiyah). Tidak seorang pun dari Kabinet Wilopo
berasal dari kalangan NU. Puncak ketidakpuasan NU tersebut
adalah dengan penarikan diri NU sebagai anggota istimewa
Masyumi pada 6 April 1952.%° Keputusan NU keluar dari
Masyumi dikuatkan dengan keputusan Muktamar XIX yang
dimulai 26 April 1952 di Palembang 4! Selanjutnya, NU menjadi
partai politik tersendiri dan ikut berperan dalam Kabinet Ali
I-Il dan Pemilu 1955, serta berjalan terus seba
Pemilu 1971 pada era Orde Baru.

Pendirian PKI terhadap Kabinet Wilopo, sebagaimana
telah dilakukannya sejak Kabinet Hatta hingga Kabinet Natsir
dan Sukiman, adalah menolak Masyumi dalam kabinet

‘tersebut. PKI menyatakan akan mendukung Kabinet Wilopo
‘sepanjang kabinet menjadi “progresif dan bmmwobmﬁ.. PKI pun
aktif dalam Badan Permusyawaratan ‘Partai (BPP) dan
menerima Masyumi dikeluarkan dari Kabinet. Selain itu, PKI
menuntut kebebasan bergerak yang &SE.:QWMS. antara lain
dalam bentuk pembebasan para tahanan politik, termasuk .
korban “Razia Agustus” semasa Kabinet Sukiman, dan

pencabutan Staat Oorlog en Beleg (SOB, Undang-undang:
Darurat Perang).*?

gai partai hingga

Pada periode Kabinet Wilopo ini pula, PKI mulai
menerapkan strategi baru, yakni mendekati PNI untuk .
mendepak Masyumi dari percaturan politik parlementer
dengan memecah belah satu sama lain di kabinet tersebut.
Selain itu, PKI juga “membersihkan” sejarah kelabunya pada
peristiwa Madiun 1948. PKI pun mendekati Presiden Soekarno
yang telah mengecam peristiwa tersebut dengan pernyataan
“memilih Soekarno atau Muso”. Presiden mulai mengakui
peran kaum komunis yang peduli terhadap persatuan
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asional.*? .
- Kendatipun posisinya lemah, PKI tetap puas dengan

kabinet itu karena yang memimpin kabinet ..m&&wmb memwﬁwmm
meuﬂaw.i Pada kabinet moUoEBH.QP .Nm_uﬁoﬁ u i mn.wmbm
B@Smmbmmm@ kabinet telah &QOBEWQ mmob-mmmﬂ /w\ . %mosov
Amerika Serikat (Sukiman, Subardjo Qw.b Yusuf Wi i mbm
karena ketiga orang itu &mﬂmmmﬁ MQBM“HHWHM Mymwoiwms
i ipun demikian, Mas .
WM“MMHWDKMMMDMH untuk menj Embwg program ﬁmﬂmovcmﬂw
Hanya saja, Kabinet Wilopo menghadapi mmbnszm
hebat ketika terjadi “Peristiwa HWE.CSM ZQW&N&MMMM
mengakibatkan pemerintah Honmmd.ﬁ jatuh. m.vmdmciwm e
ketika Mosi Tidak Percaya dari Sidik H.Am.ﬁmﬁmﬁ.r mbwm ey
(Serikat Tani Indonesia) yang Bm&.mn.& simpatisan m, shiges
pembagian tanah konsesi di .H,m.Ec.bm Morawa Aﬁ m”b aere
Timur) yang diajukan pada 23 Mei 1953. m.m.mm:,mb u A oaR
itu adalah kebijakan Menteri Dalam Negeri ZonBHM e
dan menuntut daerah-daerah perkebunan Belanda @mbm
tidak dikembalikan. Ia juga meminta agar wngm-om,mbﬁm Wme
sudah ditahan berhubungan dengan @oﬂwﬁémw obaw
dengan polisi di Tanjung Morawa mc.vm%w dibebas mbmrmb 7
Mosi Sidik Kertapati itu Boﬁgvc?mb Mogonw Bt
tubuh Kabinet. Kalangan PNI mendukung Mosi ﬁnmo. MW =
PNI Sumatera Utara malah Bobm.mbomab akan memis it
diri apabila PNI dalam meoBoHu tidak MSMWMMWHMWSHMoBmB-
Pada akhirnya Pimpinan PNI memutu ; 2
abinet pada 2 Juni 1953, karena baik meuws
M»mﬂmmwwb ﬁw\ﬁmovo moﬁb&i Wodﬂwmms untuk memberhentikan
_ Roem dari kabinet.
Zo?mﬁmwmm%a& atuhan Kabinet Wilopo, ada Qﬁm pendapat WMHM
mengatasi krisis pemerintah amsﬁmﬂum siapa %mmeUwsmﬁ.
ditunjuk Presiden Seokarno sebagai formatur
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Huosmm%mﬂ.vmnmsm Supaya Wakil Presiden Mohammad Hatta
Eoﬂ.:ﬁ?s tugas formatur untuk memimpin kabinet
@H@ma.mbmﬂ.& dengan pPengalaman pada masa darurat
sebagaimana pada zaman revolus;i. Pendapat ini &Qc.wzs.m oleh
mwacm kelompok Masyumi dan PSI. Alasannya seperti
dikemukakan Natsir, karena negara dalam Wmmammbv bahaya
meskipun tak ada bukti yang tampak. 49 o

Oleh w,&mbmmb oposisi, kecuali PKI, usulan ini ditolak

Umrm%mmmb momm@bm . . _
,. mmwm@mmﬁamg .-
kesulitan, s . . punyai kesulitan

yang harus diberikan saty sama lain, 53

Di dalam Kabinet Ali I Masyumj tidak ikut, dan
menyatakan diri sebagai partai oposisi.5* Pada Wm_&b,oﬁ ini
masuk menteri-menterj kelompok Komunis atau sedikitnyg
telah di bawah pengaruh PKI yaitu Fraksj Progresif dan w.WH
seperti Iwa Kusumasumantri Amlwmw&,uuwomwomﬁ : gwbﬂmww
Pertahanan) dan Sadjarwo (BTI). Dari kalangan HmHmmP adalah
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partai-partai yang tergabung dalam Liga Muslimin Indonesia,
yaitu NU dan PSII.55
- Masyumi menyatakan diri sebagai oposisi terhadap

Kabinet Ali I, dengan berlandaskan kepada prinsip “amar
Ma’ruf nahyi munkar”.%¢ Oposisi yang dimaksudkan Masyumi

adalah sama seperti yang terdapat di negara-negara penganut

demokrasi, yakni sebagai oposisi loyal. Tanggung jawab sebagai
oposisi adalah sama ketika duduk dalam pemerintahan yaitu
bertanggung jawab terhadap perbaikan nasib rakyat dan
kesejahteraan.’” Untuk memperkuat peran sebagai partai
oposisi, Natsir selaku ketua umum partai meminta agar
segenap elemen partai memperkuat dan mengatur organisasi
partai lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, ia mengatakan
agar anggota Masyumi selalu waspada dan mengawasi supaya
tidak terprovokasi oleh pihak lain.%® Natsir tidak secara terang-
terangan menyebutkan PKI sebagai biang provokasi yang
mengakibatkan Masyumi memilih tidak ikut Kabinet Ali, tetapi
PKI justru mempengaruhi proses pembentukannya.

Pada bagian lain Natsir melihat dukungan PKI terhadap
Pemerintah Ali telah menjadikarnya meninggalkan asas-asas
demokrasi yang dipegang teguh oleh pemerintahan
sebelumnya seperti terkandung dalam UUDS RI. Natsir
mencontohkan, antara lain, ketika pemerintah mencoba untuk
memberangus suara oposisi. Radio Republik Indonesia (RRI}
dilarang menyiarkan pendapat dan berita dari pihak oposisi
yang dipandang mmvmﬁ merugikan kedudukannya. Kebebasan
pers terhalangi. Aparat keamanan diberi instruksi untuk
melarang para pembicara pada rapat-rapat umum yang
membicarakan pemberontakan Madiun dan melancarkan
kritik terhadap pemerintah.s

 Sikap oposisi Masyumi ini secara intermal menjadikan
partai semakin solid, bahkan pada taraf tertentu telah
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melahi R !
e mH”MMM Mmmﬁgmgo seperti ditunjukkan pada figur seperti
s Mw shary. Hmm.gmrmav\ bersama-sama pimpinan
P ; arat, seperti Rusjad Nurdin, membentuk Front
_ munis (FAK) pada 12 September 1954, FAK Bosamwm“
B S ke mﬁmﬂ”m dari mmam w:dvsms Masyumi di Jawa
e ENE ulama di Majelis Syura Masyumi Jawa
Sai m.B & sar .ms konferensi 23-24 Oktober 1954
ganjurkan agar di seluruh Indonesia dibentuk FAK mmcmmmm

pernyataan pendirian secar
L ategas dan tan
terhadap ideologi Komunisme. tangan perlawanan

FAK bertujuan unt
: uk memb ;
dan menyelamatkan ne endung bahaya komunisme

. B
o o

Kabinet Ali I. Menurut Isa Anshary
dua sebab. Pertama, Kabinet Alj .

PKI. PKI memegang “posisi penggerak” di
_ ar

“memmbb%m mutlak diperlukan oleh vaWMHMMDWMMUNU

. .%m kedutaan oleh Moskow dan Peking di Jak e
Bmﬁwwﬁ nasehat dan dukungan kepada EM i

o endapat Isa Anshary ini sej :

Emnmeme Donald IF&&}W WMMWMMMMMD =
pesat PKI pada masa Kabinet A s
keuntungan yang diperoleh PKI
Pertama, PKI dan ormas-ormasny
Hmwmbmmb. Yang minim dari gang
selama periode Kabinet Ali
kepemimpinan Aidit telah men

1 PKI tumbuh pesat karena
Sastroamidjojo melindungi

gan apa yang
: ti pertumbuhan -
li I. Sedikitnya ada tujuh
selama Pemerintahan Aj; L.
a dibiarkan berjalan dengan
guan-gangguan pemerintah
tersebut. PKI di bawah
gembangkan ormas-ormas
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terbesar di Indonesia: PKI tumbuh dari 130 ribu anggota
menjadi sekitar satu juta; SOBSI telah mengonsolidasikan
organisasinya; organisasi-organisasi petani komunis berfusi,
dan mengklaim anggotanya meningkat dari sekitar 400 ribu
hingga 3,5 juta; Pemuda Rakyat meningkat anggotanya dari
70 ribu hingga 500 ribu; dan GERWANI (Gerakan Wanita
Indonesia) dari 75 ribu anggota meningkat hingga 400 ribu.
Kedua, keuntungan kerjasama antara kaum Nasionalis
dan komunis ditunjukkan dengan suatu seksi penting PNI
serta dengan Soekarno. Ketiga, kerjasama dengan kaum
Nasionalis membiarkan PKI mendapatkan kembali
kehormatan nasionalisnya. Keempat, sebuah persetujuan
dengan partai-partai pemerintah untuk tidak menyerang satu
sama lain selama masa kampanye -yang menuntut tugas
kaum komunis untuk memperoleh kemenangan dukungan
massa menjadi lebih mudah. Kelima, dukungan komunis
terhadap Kabinet Ali membiarkan kabinet untuk menduduki
masa jabatannya dengan bulan-bulan yang lebih lama
daripada yang akan dijalani, dan tiap-tiap bulan kabinet
pimpinan PNI yang mengeluarkan telah meningkatkan
kerenggangan di antara dua partai tersebut. Ini secara khusus
terjadi ketika kabinet tergantung secara langsung atas suara
PKI. Keenam, dukungan komunis membiarkan kabinet untuk
menduduki jabatan lebih lama, dan juga membiarkan PNI
untuk mengonsolidasikan jabatannya atas pegawai negeri sipil,
khususnya pegawai pemerintahan di pedesaan, hingga
menjadikan PNI partai tunggal dalam pemilu September dan
Desember 1955. Ini berarti bahwa masa depan keseimbangan
parlementer akan dijauhkan dari Masyumi. Ketujuh, dukungan
PKI terhadap pemerintah memberikan PKI kebebasan penuh
untuk menyerang kaum anti komunis, khususnya Masyumi
dan PSI, dengan mengurangi kekhawatiran tindakan
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PKI merasa terancam o]
Masyumi di FAK. Aidit men
Van der Plas” 63

eh serangan ofensif aktivis
uduh FAK sebagai “anak-anak buah
FAK telah .me%mmmb» lambang Bhinneka

- per ions
pbersatuan nasiona], 6+ Usulan tersebut tidak mendapat

MMMMMMSS Wm,am sekali. Bahkan, tawaran kerjasama ity

ap akan merugikan Mas 1 iri .

- : . yumi sendiri karena PK]

QMM“mambmmb dengan ideologi dan cita-cita Masyumi. Sejalan
1gan penolakan FAK itu, dengan sarkastis PKI itu sendiri

1 partai orang-orang kafir yang

Emd.”mc K(afir) I(ndonesia)” 65 Pemikiran FAK di atas t
MMMMWN M.Wmﬂ:g W&Sb di masa revolusij fisik, di mana kalangan
] mencurigai setiap upaya meran

= gkul kelompok politi
Islam oleh kalangan Kiri. Hal inj bisa dilihat ketika Hmmﬂ ZMEMMA

ampaknya v

mempersatukan kelompok Nasional, Islam dan Komunis dalam

Persatuan Pery, _ i

i Juangan. Organisasi ini mengij; i
pada upaya Josef Broz Tito oy
me»osm:wso, Sosialisme

revolusi.

cwwam ”u.ﬂmwmb lain, pernyataan Isa >er§ di atas juga
g oleh anggota DPP Mas i lai 1
yumi lainnya yaitu J
A . ; usuf
P1sono.®” Ja mengatakan bahwa kabinet Alj | ini sebenarnya
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telah menjadi kuda tunggangan PKI, meskipun kalangan PNI
menolak anggapan demikian. Jusuf Wibisono mengritik
“Manifes Pemilihan Umum” PKI yang menyatakan bahwa
rakyat sudah tidak suka lagi terhadap Masyumi dan PSI.
Pernyataan ini merupakan suatu kepalsuan untuk
menjatuhkan Masyumi-PSI di mata rakyat, yaitu dengan
ketidakikutsertaan Masyumi dan PSI dalam Kabinet Al I.
Dengan begitu, seolah-olah rakyat tidak percaya lagi kepada
Masyumi dan PSI. _

Pada awal berdiri Kabinet Ali I santer ide pembentukan
“barisan sukarela” untuk mengatasi gangguan keamanan di
daerah-daerah oleh gerombolan bersenjata seperti DI/TII,
MMC, dan Bambu Runtjing. Ide tersebut muncul sebagai
reaksi terhadap prioritas pertama program pemerintah di
bidang keamanan dalam negeri. Di kalangan Kiri muncul
usulan dari Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia
(Perbepsi) supaya dibentuk “Batalyon Sukarela” untuk
membantu pemerintah mengatasi gangguan keamanan
tersebut. Bahkan Perbepsi Bob%mﬁmwg sanggup menyiapkan
satu batalyon untuk tiap satu karesidenan. 8

Ketika Jusuf Wibisono mangajukan mosi tidak percaya
terhadap kebijakan pemerintah tentang Irian Barat,’® Aidit
mengejek Masyumi (dan PSI) dengan menyatakan bahwa
Kabinet Ali (I) itu 10 kali lebih baik dari Kabinet Masyumi-
PSI.7° Keburukan Kabinet Masyumi menurut Aidit ditunjukkan
dengan adanya kebijakan anti komunis dalam “Razia Agustus”
pada masa Kabinet Sukiman, Front Anti Komunis yang
didukung sayap Masyumi Jawa Barat, dan Muhammad Roem
(saat menjabat Mentri Dalam Negeri Kabinet Wilopo) telah
memerintahkan bawahannya untuk mentraktor kaum petani
demi kepentingan perkebunan asing di Tanjung Morawa.

Jusuf Wibisono meminta Kabinet Ali I bubar, karena
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tidak lagi didukung oleh PIR dan pemberhentian Menterj
Ekonomi Isqak Tjokrohadisurjo dengan diterimanya Mosi
Tjikwan (Masyumi). Namun, Kabinet Alj justru tetap
mempertahankan diri, mmdmmb dukungan utama dari PKI.
Seharusnya, pemerintah Alj belajar kepada tiga kabinet
sebelumnya, yaitu apabila salah satu menteri dikenai mosi
tidak percaya oleh perlemen karena dianggap telah melakukan
kesalahan maka kabinet semestinya solider dengan menteri

bersangkutan untuk mundur be

rsama-sama dari
kabinetnya.?! - .

Pada akhirnya Kabinet Alj I pun bubar, bukan karena
oposisi di dalam parlemen, melainkan karena pertentangannya
dengan pemimpin Angkatan Darat. Pejabat Angkatan Darat
menolak campur tangan politik dari pemerintah terhadap
Angkatan perang, terutama dari Iwa Kusumasumantri selaky

‘Menteri Pertahanan. Partaj oposisi melihat Iwa
Kusumasumantri sebagai kawan dekat Soekarno dan kaum
Komunis. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mundur,
Iwa tanpa berkonsultasi dengan Petinggi Angkatan Darat
lainnya telah menunjuk Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD
baru. Ketidaksukaan terhadap Bambang Utojo oleh kalangan
pejabat Angkatan Darat lainnya adalah karena dia diyakini
tidak memiliki kualifikasi profesional untuk menduduki
jabatan tertinggi di Angkatan Darat. PKI menyambut
penunjukan itu dengan pernyataan di Harian Rakyat (22 Juni .
1955) sebagai “Taktik N&oBﬁoW ’17 Oktober’ Kembali Kalah”,
dan Partai meminta Kolonel Zulkifli Lubis (Wakil KSAD) dipecat
karena anti Wogzam.wm Saat pelantikan Bambang Utojo sebagai
KSAD pada 27 Juni 1935, para perwira memboikot tidak hadir,
sebagai bentuk penolakan pengangkatan tersebut. Zulkifli

Lubis sebagai salah seorang yang menolak penunjukan

Bambang Utojo menyebut “peristiwa 27 Juni” sebagai
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ngan terhadap TNL.7? . L
g =T e Angkatan Darat itu pada gilirannya

membawa Krisis kepercayaan terhadap ﬁoBWnW;mwrwmww NQN
ni i din, ketua Seksi Pertahan
ni 1955 Zainul Baharuddin, ¢
Lwl.oaos mengajukan mosi tidak percaya kepada Wog._&www
g : intri i itu ditandatangani o
Kusumasumantri, dan Bomy. : : ) .
Héwnmbm anggota dari partai pemerintah yaitu Hadjarati Mmﬁ
Hmuominmnm.: Pada 12 Juli 1955 wmlsanm. Boﬁ..%oﬁ.p WW
5@3@.&3& di kabinet untuk mundur, WQE.EEB a:ﬂcﬁ.o M&
PSII (13 Juli 1955), NU (20 Juli 1995). Partai Rakyat mwp.o Bk
dan Partai Buruh (20 Juli 1995). Iwa NﬁmcammﬁambﬁM _M
sebelumnya, pada tanggal 13 Juli 1955, sudah meMﬂb ﬂm MHb
diri dari kabinet. Kemudian pada tanggal .w& Juli M@mé mw_w
Sastroamidjojo mengembalikan mandat kabinet kepada
Presiden Hatta.”™ ik .
Segera setelah menerima %obmoab_u.mrmb n.wm.b&mﬁ%.mw
Kabinet Ali, Wakil Presiden menunjuk Sukiman QEWmmbU M M._mﬁ
i), Wi { .dan Mr. Assaat (Non Partai) se
Masyumi), Wilopo (PNI).dan . gal
MOHBMME. kabinet. Ketiga orang tersebut mem.mﬂﬁ HBoMzMM
Hatta ketika ia menjabat seba
hubungan dekat dengan . 2!
i i Pertahanan. Ketiga angg
Perdana Menteri dan Menteri ol e
binet, ketika PNI-Masyu
atur gagal membentuk ka , : !
MMM”BﬂmMmb nerlu tidaknya Hatta kembali mm,cmmmpqw@ambm
"\(’ .oy c.
Manteri dan menanggalkan jabatan Wakil Huﬂ@mawb. i
Selanjutnya Hatta menunjuk wsar.mbsaaa mH ! M
mm_umm.mw formatur tunggal. Burhanuddin Bwacsmrbm ‘wmw
susunan Kabinet dengan PNI, dengan GEmW Z%m%ﬂgﬂw“ M,mmb
i Namun PNI tidak setuju dengan ta
perdana manterinya. . : . s
j ri yang ditawarkan formatu
pos-pos jabatan menteri yang . . 2 o8
.moywamcg%w menyatakan diri sebagai wmaﬁm.z Oﬁomw.? NmUSMm
Burhanuddin. Pada akhirnya Burhanuddin A.conmbw Wﬂwuww £
| partai-partai kelompok Liga Muslimin Indonesia (NU dan
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m : .

wmﬂ“ Mmﬂﬂ-ﬁmﬁ& kecil nasionalis
1 ka ] .

net (Perdang Menteri, Menterj Pertahanan, Menter;

» Menteri

Pertanian i .
» Menterj Negara). Lainnya, dua kursi kabinet

masing- i
g-masing untuk NU, psy, PSL, PIR Hajairin, PRN, Partaj

Buruh, danp i
Parindra. Satu kursi kabinet Emmmsm-ﬂpmmgm

FQoSoQW A.Emc. dan Fraks; Bnane i qw, PIR, Partaj Rakyat

’

m

B

Politik Islam Anti Komunis

parlemen, pers PNI dan PKI secara sinis menyebut kabinet
sebagail tradisi atas “orang-orang jujur dan disegani”, frasa
kalimat Hatta ketika membentuk komisi formatur (Sukiman,
Wilopo dan Assaat). Dengan frasa itu, pers kedua partai oposisi
mengejek Kabinet Burhanuddin sebagai “Kabinet B.H.” Inisial
nama perdana menteri sekaligus eufemisme orang Belanda
(buste houder) atau dalam bahasa orang Indonesia yang berarti
“kutang payudara perempuan.””® Secara tidak langsung
Kabinet Burhanuddin menurut partai oposisi adalah “Kabinet
Banci”. ‘
Pemerintah Burhanuddin membuat prestasi besar
dalam memulihkan kepercayaan Angkatan Darat, melalui
pengangkatan kembali Abdul Haris Nasution sebagai KSAD
baru setelah sebelumnya dipecat karena peristiwa 17 Oktober
1952. Namun, kondisi demikian turut memberikan
kesempatan tentara dalam dunia politik. Prestasi lainnya
adalah amumm_mdmmmwmb%m,ﬁmazz untuk anggota DPR dan
Konstituante pada 29 September dan 15 Desember 1955. Hasil
pemilu telah Embovmm dugaan bahwa Masyumi sebagai partai
pemerintah akan mendulang suara melalui kecurangan-
kecurangan. Akan tetapi ternyata perolehan suara Masyumi
menduduki urutan kedua di bawah PNI dari empat besar partai
perolehan suara tertinggi (yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI),
meski menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Hubungannya
dengan Belanda, Kabinet Burhanuddin secara sepihak telah
membatalkan Uni Indonesia-Belanda. Pada saat bersamaan
juga dipertimbangkan langkah serupa untuk membatalkan
keputusan Perjanjian KMB.8°
Seusai pengumuman hasil pemilu dan pembagian kursi
DPR, Kabinet Burhanuddin pada 2 Maret 1956 mengundurkan
diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno,
untuk selanjutnya dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil
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@H.Sm:u dibandingkan apabila PKT j

MMMB%EP infiltrasi dalam kabi
erant i

3 MM MWMNM BWchb%m Komunis (PKI) dalam kabinet 82

: atsir, faktor prinsipil yang Qwﬁowmswws
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dukungan “real dan kritis” sepanjang program kabinet dapat
diterima.?* .
Usulan Masyumi menolak PKI diajak dalam kabinet
bertentangan sama sekali mobmmb gagasan Presiden Soekarno
yang mengharapkan kabinet hasil pemilu adalah “kabinet
pberkaki empat”, yang ditopang oleh empat partai besar.
Ternyata, desakan Masyumi berhasil ketika Ali Sastroamidjojo
sebagai formatur kabinet menyusun kabinet tanpa PKI.
Kabinet Ali II yang dilantik pada 24 Maret 1956 terdiri atas
PNI (5 kursi menteri), Masyumi (5 kursi), NU (5 kursi),
sedangkan Parkindo, PSII, dan Partai Katolik masing-masing
memperoleh dua kursi jabatan menteri. Satu jabatan menteri
diberikan kepada IPKI, Perti dan nonpartai.
‘Masyumi sangat menyambut baik susunan kabinet baru
tersebut. Menurut Masyumi, Kabinet Ali-Roem —-untuk
‘menyebut Kabinet Ali II- bertugas sangat penting untuk
menghancurkan anasir komunis dalam pembangunan, yaitu
dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Contoh Umadmsmzsms. yang dapat menghancurkan anasir
komunis adalah dengan politik perburuhan sedemikian rupa,
sehingga organisasi-organisasi buruh komunis tidak mendapat
paksaan lagi di Indonesia. Demikian pula terhadap politik
pertanian, kabinet mampu membangun sedemikian rupa,
sehingga orang-orang yang bersarang dalam serikat-serikat
tani dapat dengan sendirinya gulung tikar.®®
. Taktik PKI yang menginginkan apabila “Masyumi turut,
PKI turut, PKI tidak, Masyumi tidak”, menurut Masyumi
merupakan taktik yang tidak memiliki kesopanan politik.8¢
PKI dianggap tidak punya malu karena menuduh menteri-
menteri Masyumi “tidak akan bersungguh-sungguh
melaksanakan program Kabinet Ali-Roem” dan bahkan akan
menyabotase kabinet tersebut, yaitu menghancurkan
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.ﬁmBmlbﬁm& dari dalam. Upaya PKI terseb 1
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pemerintahan w@sgmnm. pemilu tidak diikutkan dal .
antuk menuidn oens tidak suka dengan “kuda kaki Hoo]
Fi SM.SQR Kabinet Ali II itu.% Mt Rt tiga”,
, . o
e uwm”u Emb. Soekarno tersebut voﬁﬂmbﬁmbmmb MBB A
Soekarno mwmmb A c.o rlaku ketika itu. Alasannya Mbmwb
o :m,r Presiden Konstitusional, sehingga m_%mw %MWM
. rusan pemerintahan begj : e
: . tu
wwmm_m (fisik) kuda berkald empat adalah bewar, pon s e
& . 3 i » kar
Ez&“wsmmmﬂ“ow“mcm% dari kuda kaki tiga eohwww%aw
5 a kaki tiga” menuni . 5.
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meneinginken sistem demokasi parcmenter, etepi sistem
g Embmrmma&c.,owommmm. Selain itu :bmww@om”
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Soekarno itu juga dalam rangka mendapatkan dukungan PKIL.%!

Ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap sistem
@oaoﬁsﬁwr parlemen ditandai dengan beberapa
pernyataannya yang ingin “mengubur partai-partai” dan
dibentuk sebuah Kabinet Gotong Royong yang mencakup
semua golongan dan partai politik. Pada peringatan Hari
Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno

inya bahwa Indonesia lebih cocok dengan

mengajukan konseps
«“Demokrasi Terpimpin” sebagai “Demokrasi Indonesia asli”

yang berdasarkan musyawarah dan gotong royong. Demokrasi
Parlementer yang tengah diterapkan dianggap sebagai model
Barat, sehingga tidak cocok dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Demokrasi Parlementer mensyaratkan tingkat
pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, sementara
penduduk Indonesia tidak demikian.?? Ide penguburan partai-
partai dan dibentuknya Kabinet Gotong Royong sebagai
konsekuensi menuju Demokrasi Terpimpin diucapkan ulang
Presiden Soekarno pada 22 Februari 1957 yang terkenal
dengan sebutan “Konsepsi Presiden.”

Natsir menanggapi konsepsi Presiden itu dengan
mengatakan bahwa «“Demokrasi Parlementer Barat” tidak

tung kepada tingkat pengetahuan dan taraf kehidupan

tergan
ersandar

rakyat. Menurut Natsir, pada hakikatnya demokrasib
‘pada kesatuan rakyat, cinta kebenaran dan rasa keadilan yang

kuat.®*
‘Pada artikelnya di salah satu edisi Suara Masjumi, Natsir

mengatakan bahwa “Demokrasi dalam anggapan saya adalah
salah satu falsafah yang tidak terbatas kepada sistem

an, tetapi demokrasi adalah way of life yang

pemerintah
795 Perihal ide Soekarno

melingkupi segi rohani dan jasmani.
tentang “penguburan partai-partai” Natsir menganggap
pemikiran itu merupakan tindakan intimidasi untuk menekan
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PERTARUHAN IDEOLOGIS
PEMILU 1955

PEMILIHAN UMUM (PEMILU) bagi Masyumi telah
menjadi perhatian khusus sejak Muktamar III di Kediri pada
1947, sehingga ditetapkan sebagai salah satu urgensi
programnya.! Karena suasana Revolusi untuk
mempertahankan kemerdekaan dari penjajah kembali oleh
Belanda, program tersebut menjadi terkatung-katung. Sejak
penyerahan kedaulatan, Masyumi diberi kesempatan
memimpin pemerintahan, pemilu menjadi program penting
mm.ﬁ kabinet sampai dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun
1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota
DPR. UU ini berhasil ditetapkan pada masa Kabinet Wilopo,
dimana Mohammad Roem dari Masyumi menjabat sebagai
Menteri dalam Negeri yang bersama-sama Menteri Kehakiman
harus bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu.

Masyumi memandang strategis pelaksanaan pemilu.
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Pertaruhan Ideologis Pemily 1955

3

_ : an pemilu baru ak 1
s : ru akan dilaksanalk
waktu 16 bulan terhitung sejak Januarj 1954, moESWMM

Mwﬂwhwﬁﬂﬂ\r.ﬂﬁowwnwmmb tidak serius. Padahal, dalam Pro

11opo sebelumnya dj : o

g Irencanakan pemil
sanakan pertengahan 1954 4 Dengan Uom#w WMUMDMW MHB
3 u . H
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I akan berjalan sekitar dua tahun. Padahal, menurut
Mohammad Natsir,® Kabinet Ali hanyalah bersifat darurat
sebelum dibentuk pemerintah baru berdasarkan pemilu.

Pemerintah Ali ini mendapat dukungan PKI, walaupun
PKI sendiri berkedudukan sama seperti Masyumi yaitu tidak
ikut Kabinet Ali I. Namun oleh Masyumi dikatakan bahwa
kedudukan PKI bukannya sebagai oposisi, melainkan menjadi
“kepala dapur” Kabinet Ali.® Sikap oposisi Masyumi terhadap
Kabinet Ali berakibat langsung dalam sebagian kampanye
pemilu. Setiap kali Masyumi mengisolasi Komunis (PKI) atau
mencap mereka ekstrimis, memperkuat hubungan Kabinet
Ali dengan PKI.”

Kampanye Pemilu dimulai 31 Mei 1954. Ketika tanda
gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI),
pada saat itulah terbuka jalan untuk kampanye berdasarkan
tanda gambar.? Pada saat pengajuan tanda gambar partai,
persoalan muncul ketika PKI mengajukan nama daftar “PKI
dan Orang-orang Yang Tak Berpartai” dengan tanda gambar
“Palu Arit” dan kemudian disahkan PPL

Masyumi mengajukan protes kepada PPl atas
pengesahan tanda gambar PKI tersebut dengan beberapa
alasan. Pertama, dianggap bertentangan dengan UU Pemilu.
Kedua, dengan pengesahan PPI, seolah-olah orang-orang yang
tidak berpartai hendak digolongkan secara de facto ke dalam
lingkungan PKI dengan cara manipulasi. Karena itu PKI

dianggap memperkosa kebebasan dan kemerdekaaan serta
menjual sendi-sendi Demokrasi. Ketiga, PKI akan
mempergunakan kesempatan itu untuk menyarankan kepada
rakyat yang belum tinggi kecerdasannya, di kampung, bahwa
tanda gambar “palu arit” sudah disahkan oleh yang berwajib
buat PKI dan orang-orang yang tidak berpartai. Keempat,
merujuk pasal 41 ayat (1) UU No. 7/1953 harus dibedakan
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MM_MW nwhosm&.cwg tanda gambar adalah partai dan organisasi
U calon perseorangan. Dalam PP No.9/1954 pasal 23 ayat

= a “nama yang diajukan oleh partaj d
nama ?.8.8_ Itu atau singkatan daripada ity.” : i
Umbémmsmwmﬂswm, alasan penolakan Masyumi tersebut adalah
pertama, secara yuridis keputusan PP] mengesahkan

MM “me M.th. Kedua, mmh sudut politis, maksud PKI dengan

o mmﬁmémvsmam orang tak berpartai” dalam daftarnya

o U bentuk manipulasi yang pasti akan

s mcbmwmb dalam menghadapi pemily. 10
Demi melihat pengalaman sejak Pemberontakan Madj

pada bulan September 1948, maka manipulasi yang NQMM

alasan PKI mendukung

bt g s e btan ang e
rascita Umat Islam Indonesia h
melaksanakan ajaran-aj erida
perseorangan, Bmm._%mHmeMM“BSMMHM;Q&mE e
BomeHMMMM M\HmvaBH ﬂww.m.n.wocﬂ ditanggapi oleh PKI dengan
- s ya movwmmn pemalsuan dan kepalsuan”
yumi. ™ Dengan begitu, USanEmmu&HE itu dianggap telah
membenarkan “Manifes Pemilihan Umum ﬂuwuwwwsm

Boﬂ.%.o&bmmﬂwmb bahwa dengan pemilu Masyumi (dan PSI)

is, komprador dan t

o . uan tanah...
: Mgc_mwwms penindasan, penghisapan, korupsi, dan
€kacauan terus Uo&mbmmcaum o ] ‘
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Serangan anti komunis para tokoh Masyumi gencar
dilakukan, baik di lapangan kampanye maupun perdebatan
di media cetak. Sjarif Usman, ketua dewan redaksi Suara
EQmQ:S.N. dan ketua bidang penerangan di DPP Masyumi, di
depan massa Islam Kota Solo pada 10 April 1955 menyerukan
kepada orang-orang Islam yang menjadi anggota PKI, SOBSI
atau organisasi-organisasi Komunis yang lainnya agar
meninggalkan partai atau organisasi Komunis dan kembali
ke dalam partai/organisasi Islam. Seruan itu, oleh Sjarif
Usman dimaksudkan bukan karena membenci Komunis,
melainkan “sayang dan sedih jika umat Islam itu hanyut terus
dalam kesesatannya sampai ke akhir hayatnya” lantaran
memasuki partai/organisasi Komunis.!®

Tokoh Masyumi lainnya, yaitu Sukiman Wirjosandjojo
di hadapan massa kampanyenya di Alun-alun Kota Garut pada
11 September 1955, Bonmw.dmmmmmb agar umat Islam waspada
terhadap pengkhianatan kaum Komunis. Ia mengingatkan
supaya umat Islam berjaga-jaga dari kemungkinan PKI
mengacaukan jalannya pemilu.!® Pada bagian lain Muhammad
Isa Anshary,!” salah seorang faksi radikal di Masyumi dan
pendiri Front Anti-Komunis, dalam kampanyenya mengutuk

Komunis sebagai “kafir”, bahkan mendorong agar orang
Komunis tidak dikuburkan secara Islam.

Di luar arena kampanye, Muktamar VII Masyumi di
Surabaya pada 23-27 Desember 1954, Majelis Syura
Boﬂm&swnwmﬁ fatwa bahwa komunisme itu “kufur”, dan
penganutnya dihukum sebagai “kafir” apabila dengan
pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran mengikuti komu-
nisme.!® Menurut Masyumi, fatwa tersebut bukan semata-
mata untuk mencapai kemenangan jangka pendek ketika
menghadapi pemilu. Fatwa dikeluarkan sebagai kewajiban
mengingatkan umat Islam dari bahaya Komunisme.
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LCi i i
dalam media terbitan resminya, Masyumi
. i
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WF.B pemilu. Menurut Masyumi
tani dan buruh) adalah wmﬂmnqm:dmb,
S an W:Uzﬁmn (bagi) kaum komunis.2!
B e @.ogcnymzﬁmb suara untuk pemilihan
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Wm_umb_ﬁ .
BQHE.MU MMWHMEQME Igmrm@.wmgmzmo September untuk
untuk memilih mmw %Mmm.ﬁmamgmxg pada 15 Desember 1955 |

ota Ko 1 o . . 1
118 peserta (partai, calon nstituante. Pemilu diikuti oleh

b

| p ion perorangan dan gol M
154 golongan
p ithan DPR dan 91 peserta untuk WOdmmEgﬂom _uvm“.w MHW |

= )
Mo MHAN wamoczﬂ tidak semua ikut di daerah pemilih
gga tidak semua surat suara memuat 118 tanda mmHWUmH.

I H.mm_uoarmmmmb pelaksanaan pemilu oleh kabi «
“ﬂ”ﬂ“ ”MmMS.ME ﬂmamoUWH ternyata tidak bisa BMMMMMwWMMM |
2 mﬂ?mbb%mﬂ %mmb Umw»mp. _Humam Tabel Il tampak bahwa pemilu
o H.u.\ e . B.ogmﬂ.&mmb partai politik pada tiga aliran ;
g gi po EW baik di DPR maupun Konstituante. Dj i

asing-masing aliran kelomp e

! k i :
berikut: Islam 45.29% OX partai perolehannya sebagai

(71 dari 257 kursi) ammmmamw.mmq kursi), Nasional 27, 6% |
o 1 2 osialis Kiri AHAO .
d J ] munis) 15,2%
M“ mmM W.E, si). Wﬂam?kﬁ.wu selebihnya dibagi Wowuwam ; Mwm
partai kecil beraliran nasionalis atay sosialis/marxis mwmﬁ g
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Tabel I
Keseluruhan Perolehan Suara dan Persentase Empat Besar
Peserta Pemilu 1955 untuk DPR serta Peringkat Masyumi?®®

No Daerah PNI Masyumi MU PKI Urutan Ket
Pemilihan Masyumi

W omiah | % |Jumiah | % |Jumiah | % | Jumish | %

1 |Jawa Timur 2.251.069 | 22,8 [1.109.742 | 11,2 |3.370.554 |34.1 2.299.602| 23.2| Ke4

2 |Jawa Tengah 3.019.568 | 33,5 [902.387 10,0 | 1.772.306 [19.6 2.326.108 | 25,8| Ke-4

3 |Jawa Barat 1.641.927 | 22,1 |1.844.442 | 26,4 673552 |96 | 775634 | 10,8 Ke-1

o |jakata Raya 152031 |19.6 [200.460 | 26,0 (120867 |157 | 96.363 | 12.0 Ke-1
o | sumatera Setatan |213.766 | 146 [628.386 | 43,1 [115938 | 7.2 | 176900 | 12| Ke-t
& |sumatera Tengah |42558 | 2.7 |797.692 | 507 (71959 |46 | 90513 |58 | Ke-d
+ | Sumatera Utara  |329.657 |14,0 [782.910 | 36,4 |87.773 |42 258.875 | 10.8| Ke-1
o |Kalimantan Barat |64.195 (137 [155.473 | 332 |37.045 |81 | 8526 |18 | Ked
o |Kalimantan Selatan |46.440 | 5.9 [252.296 | 31,9 (360874 (486 [ 17.210 | 2.24) Ke2
10 | Kalimantan Timur |43.067 25,0 |44347 | 257 [20706 [10.7 | 8209 | 48 | Ke-t

11 | Sulawesi Utara- 102,855 | 13,6 [189.198 25,1 |21.618 2,9 | 33.204 4,4 | Ke-1
Tengah
12 | Sulawesi Tenggarat46.334 42 |446.255 | 40,0(159.193 |143 17.831 1,6 | Ke-1

Selatan

13 | Maluky 30.218 91 [117.440 | 354 |- - 4.792 1,4 | Ke-1

14 |Nusa Tenggara 65.027 58 |157.972 | 139 |17.684 16 | 5.008 05 | Ke-3 (Parai
Timur Katolik (1),

Parkindo (2)

-

15 |Nusa Tenggara  [464.398 |37.1 264719 | 21,1|104.282 | B3 | 66.067 5.3 | Ke-2

Barat

Jumiah Selurub §.434.653 |22.3 |7.903.886 | 20.9 | 6.955.141 | 18.4 6.179.914| 16.4] Ke-2

T:n_ onesia

Masyumi sendiri dalam pemilihan anggota DPR hanya
mendapat 57 kursi (naik 29,5% dari 44 kursi sebelumnya
DPRS), sedangkan di Konstituante Masyumi mendapatkan 112
kursi anggota. Rincian perolehan jumlah kursi Masyumi di
DPER dan Konstituante dapat dilihat pada Tabel IIL
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Pertaruhan Ideologis Pemily 1955 ﬁ 25
5 : tan kedua
Secara nasional Masyumi Bobwc.a.: Mpmm\%cwbzma%cam
: . uara partai, m
‘ Tabel 111 . . dari émpat Uommw .ﬁa@wo_@?mb S et R Bn el e
Keseluruhan Jumiap Suara dan Kursi Pemily 1955 ikatakan sebagai “All Indonesia llihan yang berhasil
Untuk DPR dan Konstituante2+ mmaoHormb suara di 10 dari 15 daerah pemilihan y
p :

ilihan itu
g 26 uluh daerah pemi .
e ——— T T melaksanakan pemilu.* Kesep tera Selatan, Sumatera
unm:m_.z”ﬁmn:m_ Indonesia é ah Jawa Barat, Jakarta wNmGwm. Sumater Kalimantan
Vinsyury T ; .

- ah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Ka

‘H,QUD.W ]

4 _|Partai Komunis ing

5.176.874 6232512 7 nggara dan
Partai Serkat lslam Indonesia | —— lawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Tengg
5 |tPsin 1,081 180 8 1.055 622 16 Timur, Sulawe
Partaj Kristen Indonesig e : g m.,_.ﬂ_.rnd— g
S | easiian 1.003.a25 8 98 81 16 Selatan, dan . z ecewakan Masyumi.
7 [Pafai Ketoin 7.70.740 & 748 581 10 i1 1955 mﬁbmmd—w meng
| & |Partai Sosiais Inddnesia (Ps)) 753 181 5 695,932 10 Pemilu . oritas dengan dukungan
tkatan Pendukung Kemerdekaan =i Cbﬂﬁw B@HNH_D suara Bm%‘ — HH,C.
 lindonesia iy sy ! R Harapannya . ta tidak terwujud. Hasil pem
.- ﬂuﬂﬂeg Tarbijan Indenssia 483.014 4 465359 umat Islam Indonesia, ternya ta PNI dan PKI yang tidak
T (RN ey e SRR i ‘ a
1 Mﬁuﬂa Pembela Panca Siia 218,985 2 152,802 memperlihatkan bahwa ternya

8
7
a
2 * n
anganny
_ — , asarkan perju
12 |Partal Rakyat Nasianal 242,125 2 220652 3 . dan tidak mend
= Persatuan Pagawal Polis; rI.l.”.Illl-l.I.l.lllllll.l.lll Boaﬁﬂﬂuggmwg
2
2
2
1

hpun demikian,
200,419 179,345 3 ; banyak. Sunggu
Republik Indonesia (PRpR| apat suara
14 {Partai Murba 199,588 248,533 4 Woﬁmﬁwm. Islam BQU.Q 13 1 o apan yang .Umb.%.mmm H@prmﬁ”ﬁ
15 |Partai Burgh 224167 332.047 5 . : 3 menylmpan : :
16 [Pariai Rakiat Indonesia (A7) 206.261 134011 2 Masyumi masih o membentuk UUD di Konstituante.
Partai Rakjat Indonesia (PRY) = 3 angan L 1=
ey 178.481 162,42 2 keberhasilan perjuang mi berpendirian bahwa
Partai Indonesia Raya (FiR). |.|.I.|.||.I..|I.|.|.|.|..|.|.|.|.|.|.|.|.|.I.|.|.||l akinan muﬂd.ﬂwvv gmmé
18 [ o0 114644 1 101.508 1 Dengan WO% 1 BO_OB%N@WNHH
vo..m&nwn_:z:nz Marhaen Indanesi = I U Q.NHHW Dasar Islam yang bisa
a ’ -
19 ‘ s 149,257 1 164.385 2 “hanya Undang-Un i
Badan Permusyawaratan = - : a.
20 f; g Indonasi 178.887 1 160.456 2 Komunis di Indonesi
.I.‘hmum;&
Gerakan Rakyst Indonesia
i ] 154,792 1 157.978 b3
22 |Partai Persatyan Daya 146.054 1 169222 3
122 ] ! e i
21 __m_.unh_.”__sxn».ﬁ, Indanesia Mardeks 72,532 1 A_..u.mn.:« 2
Angkatan Kebangkitan Umat
) 24 st Indonesia (AKU ! v .
Angkatan Communis Muda B |
25 (Acoarma) 1 55.844 1
Partai Persaluan Tharikat
dosiia i 85.131 1 74,913 1
Partai Rakjat Desa (PRD) 77.918 1 38278 1
R. Soedjono Prawirosoedarma
28 [ PR 53.305 1 38356 1
28 |Gerakan Pilihan Sunda ([Gerpis) 18,227 = 35,035 1
30 |Partai Tanj Indanesia 33804 g 30,06 1
a1 Wmn.,m Keprabonan dan Kawan- s227 ) 3366 i
Gerakan Banleng R| 35632 - 39.874 1
Partai Indonesia Raja (PIR)-Nuss, - ——
bl 33457 - 33.823 1 7
Panitia Pendukung Pencalonan
PPF) LM, Idnis Effandi i : Sl 1
= = ———
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Catatan:

1y . b 4
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B:HD.M S — arc m HH—ONH—”QM CC a Hﬁ”-
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11 “Waspadalah Menghadapi Pemilihan Umum,” him. 6-21.

12 Jbid., hlm. 17.
13 Depagitrop CC PKI, Masjumi Mendjelang Pemilihan Umum dengan

Pemalsuan dan Kepalsuan, (Jakarta: Departemen Agitasi dan Propaganda
Central Komite PKI, 1955).

14 Ibid., hlm. 2.

15 “Rapat Samudera Masjumi Jg. Luar Biasa di Solo”, Suara Masjumi,
No. 11/12, Th. Ke-X (25 April 1955), him. 3. Menjelang pemungutan suara
anggota DPR, DPP Masjumi mengeluarkan sebuah buku yang berisi seruan
agar kaum Muslim yang memasuki partai komunis (PKI) atau ikut golongan
komunis seperti SOBSI, BTI, GERWANI, GERWIS, supaya meninggalkan
mereka dan kembali ke dalam Islam. Lihat. Kami Memanggil! (Jakarta: DPP

Masyumi Bagian Penerangan, 1955). hlm. 3.
16 Asbiran Aswad, “Tinjauan Dalam Negeri”, Suara Masjumi, No. 26.
Th. Ke-X (20 September 1955). hlm. 5.
17 Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955. him. 20.
18 putusan Kongres P.P.I. Masjumi Ke-VIItanggal 23 s/ d 27 Desember
1954 dan Fatwa ‘Alim Ulama Madjlis Sjura Pusat. Cet. Ke-2 (Medan: Pustaka
Sedia, 1955). Him. 12.
19 Kami Memanggil!, him. 15-16.
20 “Amanat Ketua Umum EBESE.._ Partai Masjumi”. Suara Masjumi,
No. 25 Th. Ke-X {10 September 1955). him. 8
21 “Byruh dan Tani sebagai Saluran Pengembalian Kepertjajaan
Masjarakat”, Suara Masjumi. No. 25 Th. Ke-X (10 September 1955). hlm. 7
22 Alfian (1971) dalam Ahmad Syafi'i Ma’arif. Islam dan Politik Teort
Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). (Jakarta: Gema Insani

Press. 1996). him. 42-43. :

23 Diolah dari Herbert Feith, Pemilu 1955, hlm. 114-115.

24 Diolah dari A.Van Marle (1956) dalam Ibid., hlm 94: Harian
Pedoman. 17 Juli 1956 dalam Badruzzaman Busyairi. Boerhanudin Harahap
Pilar Demokrasi. (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1956), him. 212-213: dan
“Perperincian Kursi2 dalam DPR Baru”, Suara Masjumi, No. 7, Th. XI (1
Maret 1956) him. 1.

25 PNI (8.434.653 suara Parlemen: 9.070.218 Konstituante). Masyumi
(7.903.886 suara parlemen: 7.789.619 suara Konstituante). Nahdlatul Ulama
(6.955.141 suara Konstituante). Lihat. Herbert Feith. Pemilihan Umum 1955.

hlm. 94.
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* M. Isa Anshary. “ jumi ‘

i ry. “Masjumi adalah All | i
L L. 2 ndonesian Party”. Suarc
mmE\ﬁMﬂM mo.cm wr. Ke-XI (10 Maret 1956) him. 1. Jumlah daerah WMB&MQS
ya berjumlah 16. Hanya daerah pemilihan Irian Bar -
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dari wilayah pemilihan tersebut.
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BAB IV
PERDEBATAN IDEOLOGIS
DI KONSTITUANTE

ASPEK penting lainnya dari pemilu 1955 adalah
terpilihnya anggota-anggota Konstituante. Pasal 134 UUDS
1950 menyatakan bahwa Konstituante bersama-sama
Pemerintah bertugas membentuk UUD RI yang baru untuk
menggantikan UUD Sementara 1950 itu sendiri.! Sebagaimana
di DPR, di Konstituante pun terdapat aliran besar lainnya
seperti nasionalisme, komunisme dan sosialisme di samping
Islam, yang sama-sama tidak memperoleh suara mayoritas
dalam pemilu. Seusai pelantikan anggota Konstituante pada
10 November 1956, ternyata persidangannya lebih banyak
diwarnai perdebatan tentang dasar negara. Hingga kemudian
dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan salah satu
keputusannya kembali kepada UUD 1945, persoalan dasar
negara masih mengalami kebuntuan dalam pengambilan
keputusan Konstituante.
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= WMMH.WWMM@B m@MHmbm Qmwm.a negara di Konstituante secara
o mm..n e dalam tiga golongan pembela gagasan
Pl e , _%mmﬁc Hmy.m;d. «umbommzm dan Sosial-Ekonomi.
e QH ok dari ketiga golongan tersebut, mmﬂmw
e WMM E,w kelompok @.@BUQm dasar negara menurut
e e -omm;m. mevﬂm: bersama partai politik Islam
B e M sama Bogﬁwdzmsmwmb Islam sebagai dasar
- ! Il yang patut dikemukakan dj sini adalah perde-
tan anggota-anggota Konstituante dari Masyumi men i
pembelaan terhadap Pancasila sebagai negara oleh PKI =9
.EomeBmQ Natsir memulaj .
Nobm.gc,mbg dengan menyatakan pendiri
menjadikan Islam sebagai dasar neg
Demokrasi berdasarkan Islam.
manusia mengenai dasar ne
dalam dua bagian yaitu (1)

pembicaraan dj
an Masyumi untuk
5 ara, yaitu “negara

Menurut Natsir, analisis akhir
gara pada prinsipnya terbagi ke
paham sekularisme tanpa-agama

dan (2) paham agama.? Sekularisme tidak mampu memberikan

sekularisme yang pada hakikatnya merelatifkan semua

MHMMMNMM Emsﬂﬁu Paham sekularisme di Indonesia telah
an ateisme. Di bagian lain, sebalikn
agama telah memberikan das ! s W
8 ar negara yang terle “dari
relativisme.* Ibarat saty oo
it pohon, maka historis-material;
ataupun ateisme dan komunisme adalah cabang-cab HmBow
sekularisme.s : S
it Hmsmmmwm%m\m terhadap penerimaan Pancasila sebagai
negara oleh kaum Komunisme. Natsi
: ; tsir mengatak
bahwa itu menandak i y el
an Pancasila lemah secara prinsin:] -
. iida rinsipil.
Humbo%m.nm dapat diterima sebagian dengan menolak Umemb Mwm
yang lainnya, atau hanya dapat diterima tetapi tidak &mowom%m
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karena Pancasila hanya sebagai titik pertemuan lima ide. Akan
tetapi tidak ditemukan “relationship of interdependence” dari
sila yang lima tersebut. Jadi, sangat beralasan apabila Panca-
sila pun diterima oleh suatu golongan (yaitu PKI) meskipun
ada satu sila dari lima sila itu yang tidak dipercayainya.®
Sakirman dari PKI mengatakan alasan PKI menerima
Pancasila sebagai dasar negara, dan bukannya Komunisme
itu sendiri adalah karena menginginkan supaya sila
“Ketuhanan Yang Maha Esa” diganti dengan sila “Kemerdekaan
beragama dan berkeyakinan”. Alasan lainnya, Pancasila secara
obyektif dapat dijadikan sebagai “alat perjuangan... guna
mewujudkan tuntutan Revolusi Agustus yang anti imperalisme
dan anti feodalisme, guna mewujudkan Keadilan Sosial...”
Penggantian kalimat sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
dengan “Kemerdekaan Beragama”, menurut Njoto, wakil
Sekretaris Jendral Comite Central PKI sebagai lebih bijaksana.?
Dengan merujuk kepada sejarah agama, Njoto mengatakan
bahwa “politeisme mendahului monotheisme dan sampai detik
ini pun monotheisme bukan satu-satunya aliran agama,
bahwa di samping monotheisme selalu tetap ada politeisme.”
Perihal ateisme, ia menyatakan bahwa kaum Atheis tidak
hanya ada di dalam Partai Komunis Indonesia, tetapi ada juga
dalam PSI, Partai Murba, PNI dan banyak anggota yang
beragama Islam, juga Nasrani dan Hindu-Bali. Sekurang-
kurangnya, menurut Njoto, anggaran dasar partai-partai
tersebut tidak menolak orang-orang atheis untuk menjadi
anggotanya.'® : :
Dugaan Njoto bahwa di kalangan orang beragama juga
ada kaum atheis mendapati kebenarannya ketika seorang K.H.
Achmad Dasuki Siradj menjadi salah satu juru bicara Fraksi
PKI di Konstituante. Tokoh PKI ini mengingatkan kepada figur
di masa pergerakan kemerdekaan yang membela Islam
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sekaligus membela Komunisme, yaitu Haji Misbach.!! Menurut
Achmad Dasuki Siradj, alasan Fraksi PKI di Konstituante
menolak Islam sebagai .dasar negara adalah bukan kareng
partainya anti agama sebagaimana dituduhkan “oleh para
pemakai agama sebagai topeng menuduhnya”, melainkan
melihat praktik yang dijalankan oleh pembela Islam darj
Masyumi yang jelas-jelas merugikan negara dan rakyat.!2? [

dianggap sebagai buktj

Kasman Singodimedjo dianggap s
“kebebasan tidak beragama” at.
“kebebasan anti agama.

tidak mungkin menyatukan dan menyamakan arti darj
perbedaan antarg “beragama” dengan ateisme.

Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh PKI

dan bukannya Komunisme

ing arti monotheisme, menurut
ama dengan mengartikannya |
au “kebebasan anti Tuhan” atay
”1* Kasman menambahkan bahwa :
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. 3 15
embonceng lewat @msoﬁgmmﬁ tersebut. S
- Anggota Masyumi lainnya, M. Rasj

iu ima Pancasila karena
Bmamms,.wmﬁ MoMM&MMMM»HNW“@oMMS yang BoBc”m; mﬂm
o PKI tidak mungkin sepenuh hati menerima sila
ﬁoﬁmﬁsmsu&.% Maha Esa karena bertentangan dengan
Woarmﬁmb .Hmmob&&.; Rusjad Nurdin Bonmmm.wgoiw,
HmoBcEmnMM : PKI itu, karena Pancasila hanya &@mwm_.p mo_ummﬂ
ﬁmnrm.am@m mx@ mmHmB. operasi mempraktekkan ideologi
e ..mmmmp a.!” PKI tidak secara jujur me%m.ﬁmeb dmﬁéw
WoBsEmBMomebu& memperjuangkan Komunisme modmmH
M\HMHMHWMQMMHN Dengan begitu seharusnya %mb&m vmnrmmwwpmMo_m
. . engan p
ituante bukan antara pembela Islam ; g
WMMMMM&P tetapi antara Islam dengan NOBMEmEMW ke
Pada bagian lain, Mohammad Hm.m >bm. ary M S i
bagai faksi radikal di dalam Masyumi B.oEQmm an i
i mm. 2 menolak Pancasila sebagai dasar .bwmmwm.
@WQWMHMMWNS awmlommﬂm yang sekarang ini mmMMnM
Mw@mﬂwcucrmbmﬂ%m.. bukan saja tidak .BQBNQMWMHQ& mMﬁ
perlawanan terhadap Nogcﬁ.wmgo“ B&.Ebwmmb wamgdmr et
udara Pancasila aliran Won”wﬁﬂmwbm MMHUUMMHWMHM e
ndapat tempat.'® In1 : 2
MMMm“Mmmb %mbommwm. “...sehingga sang @QSQMSSMW mM”MHMM
Bung Karno dalam rangka menawar-nawarkan e
dalam kampanye pribadinya, hendak Bmﬁwaaﬁoﬂmw e e
dengan Noﬁsamam, hendak Bmavoﬁogﬁwammam u.\mbm e
dengan Islamisme, hendak mencampurkan an e i
dengan batil,” atau xrobamw. BobmWoaﬁaowo A
kebenaran agama dengan kebatilan mbc-mmwaw. : Humbnmmmm
menegaskan bahwa jika tidak oﬂuwaﬁ Q& ay e
diserahkan ke pangkuan HmHmHP,., Bme : M.HW i
singkat Pancasila ini akan habis ditelan ole
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nya imperalisme dan Komunisme. Pancasila itu sendiri tidak
kuat dan kuasa mempertahankan diri (

WoBCDMmBo dan ateisme.2! Pernya

menunjukkan betapa ia tidak sekedar pandai mempergunakan
retorika dengan meminjam istilah J

awa, tetapi mmw&mmzw
menunjukkan kelemahan Pancasila yang siap dimanfaatkan
Komunisme, makhluk raksasa yang rakus dalam mitos J awa,
yaitu makhluk Buto Terong.

dari) ancaman maut
taan Isa Anshary ini

Perdebatan tentang dasar negara tersebut pada giliran-

nya tidak dapat mencapai kompromi. Tugas Konstituante

uatuk menetapkan sebuah UUD baru menemukan jalan

buntu. Pertarungan ideologi yang mengemuka antara Masyumi

sebagai barisan utama (avant garde) kelompok Islam melawan

kelompok pembela Pancasila, terutama PKI, harus menelan
kekecewaan. Konstituante sebagai arena perjuangan
menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak berhasil
mencapai tujuannya, setelah Undawmﬁm kali pemungutan suara
untuk kembali ke UUD 1945 tidak mencapai kompromi.
Meskipun Konstituante telah berhasil me
tugas konstituante,22
Presiden 5 Juli 19509.

nyelesaikan 90%
irnya harus dibubarkan lewat Dekrit
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Catatan: - -
1 A. K. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, cet. Ke-5 (Ja!
PT. Pembangunan, 1981), hlm. 26.

wm:‘ﬂpu ~© DQMQL N.NQQ_Q. ~N®NU.:~U~QH E :&OZ.NMNQ QQNQ_: M‘V.Qu istituar ~H®~
AWN:.QCme MAOZ.M—HHENRZUO HNOHUFHWL.;A meaﬁ:wmm”W- memv» m;H.Hw. M. H Hw.

3 Ibid., hlm. I: 116.
4 Ibid., him. 1: 124.
S Ibid., hlm. III: 437.
¢ Ibid., him. I: 127.
7 Ibid., hlm. I: 19-21.
8 Jbid., him. IIl: 88.
? Ibid.
10 Ibid. . ) w
11 Lihat “Bab 7, umﬂm:.:wma.m ,MWam_MmMMMMMMMWMQ MMHMMHMWWMMW
m»nmwmwwu Nn:.S: mm@.mawwmhmﬁwmmﬁnmmﬂm Utama Grafiti, 1997}, hlm. 343-
penerjemah Hilmar mmﬁa {(Jakarta: | |
468.
12 Jpid., hlm. II: 332.
13 Ihid., him. II: 331-332.
14 Jbid., hlm. I: 167.
15 hid., him. I: 180-181.
16 Jbid., hlm. I: 180-181.
17 Jbid., hlm. III: 112.
18 Ipid., him. III: 113.
19 Jbid., him. II: 242
20 Jbid.
21 Jpid., him. II: 243.

>wwnﬂwma mw”mmﬁ ?thH 11. NMF im QQ:. ~ ONNH:A” N4®0-. WWNQ.:. mggz.@:v WWWHH_{
A.A..

93

i
!lrlllll




BAB V
MEDIA PENDIDIKAN
POLITIK ANTI KOMUNIS

DARI uraian-uraian pada Bab II sampai dengan Bab
IV, tampak bahwa Masyumi telah memainkan peranan penting
sebagai sebuah partai politik yang berusaha mewakili cita-
cita politik Islam. Meskipun pada akhirnya Masyumi harus
menghadapi situasi tragis karena dipaksa bubar pada Agustus
1960, perjuangannya menghadapi komunisme di Indonesia
yang didasari oleh satu kesadaran adanya bahaya ideologi
tersebut dengan prinsip-prinsip Islam dan juga demokrasi,
pada satu sisi telah memberi makna bagi pendidikan vommw.
bangsa. Dari sinilah penulis berusaha untuk melihat
bagaimana paradigma dan materi pendidikan politik yang
dijalankan Masyumi, yang patut diambil pelajaran bagi
perjuangan demokrasi di Indonesia pada masa yang akan
datang. ,
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Media Pendidikan Politik Anti Komunis

A. Materi Pendidikan Politik Masyumi

Secara eksplisit tidak ada sistematika pendidikan politik
yang disusun oleh Masyumi. Hanya saja sebagai partai politik,
upaya pendidikan politik yang diperankan Masyumi tidak
terlepas dari fungsi-fungsi lainnya seperti artikulasi
kepentingan, agregasi kepentingan, seleksi kepemimpinan,
dan komunikasi politik. Secara implisit upaya pendidikan
politik Masyumi dapat dilihat dari salah satu usaha mencapai
tujuannya, yakni dengan cara “‘menginsyafkan dan
memperluas pengetahuan serta kecakapan Umat Islam Indo-
nesia dalam perjuangan politik.!

Perjuangan politik Masyumi yang sangat kuat adalah
perjuangan ideologis menghadapi komunisme yang
diperjuangkan oleh PK]I. Propaganda PKI yang didasarkan atas
“Teori-teori Marx, Engels Lenin, Stalin dan fikiran Mao Tse
Tung serta koreksi besar Musso,”? diyakini oleh Masyumi
sebagai propaganda ideologi yang bisa menyesatkan.? Propa-
ganda PKI itu antara lain disebarkan melalui media cetak
seperti buku-buku tentang Marxisme dan surat kabar resmi
mereka, Harian Rakjat. Kesesatan dan bahkan kakufuran
komunisme secara terang telah dipaparkan di pembahasan
Bab II buku ini. _

Untuk mengantisipasi propaganda tersebut DPP
Masyumi telah mengeluarkan kebijakan bagi para anggota,
yang disebut pula sebagai keluarga Masyumi agar membaca
buku-buku dan media terbitan mereka seperti majalah dan
brosur-brosur politik. Ini merupakan suatu tindakan wajar
sebagai sebuah partai yang tidak ingin basis pendukung
(massa) partainya ikut terpengaruh ideologi yang merugikan
cita-cita perjuangan Masyumi itu sendiri. Pertimbangan
dikeluarkan kebijakan itu adalah banyaknya buku yang

96

Politik Islam Anti Komunis

tersebar di masyarakat berisi andmmmw propaganda Eoowo%
ang menyesatkan, sehingga perlu ditetapkan WWWC-UCWG an
Wwommb-vmommb partai bagi w&cmﬁmw Masyumi. o 1

Buku-buku bacaan yang a;oﬁmwwmﬂ.@.ﬁmﬁg wwm&

uanya dari kalangan DPP Masyumi sendiri, dan ada s

S a dari Muhammad Hatta, yang dianggap dekat QoSm,.mB
mmﬁ.ﬁ@ emikiran “sosialisme-religius” kelompok Zmﬁm%-
m“w.mwc%&b dan dalam aspek tertentu sejalan dengan garis
M_omﬁw.gmw%sgw. Daftar buku tersebut dapat dilihat pada ﬁm,dﬁ

v

Tabel IV

Daftar Buku Bacaan Keluarga Masyumi®

Judul Buku Nama P engarang Keterangan
No .
1 |Kebudajaan Islam Muhammad Natsir Masyumi
m . g .
2 |Konsepsi Tata Negara Islam Zainal Abidin Ahmad meEBJ
= Masyumi
3 |Falsafah Perdjoeangan Islam M. Isa Anshary .
4 Mungkinkah Negara Indonesia M. §j. lbnu Amatillah Masyumi
Bersendikan Islam : :
5 |Dasar Perdjoeangan lslam (tidak a_mm.wc% o
6 |Soal Agama dalam Negara Modern Abu Im:_.m o
7 |Politik dan Revolutie whmwca“_ﬂ —
8 |Beberapa Fasal Ekonomi _<_o:m33ma o
9 |Ekonomi: Teori dan Praktek Mohammad Ha
10 Dari Ekonomi P endjadjahan ke Mr.Th. E Fruin @)
Ekonomi Kebangsaan . —
11 |lslam Sebagai ideologie Mohammad Natsir ™
Pribadi Hamka Masyu
12 |Pribadi 2 —
13 |Panti Pengetahuan Politik Tamar Djaja
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Pada bagian lain med

e by o 1a penerbitan Masyumi yang

ga Masyumi adalah:6

1.Suara Partqi Masj _
: asjumi,” majalah bul i
Isinya mengenaj garis-gar e

. g is perjuangan Mas 1,
Juga pemikiran-pemikir i

E g i
berserta instuks;i . S

. -instruksi yan ‘
(ntern) partai Masyumi, o erh

2.Berit { i
rita gﬁm@::ﬁu terbit dua kali seéminggu. Isinya

mb. langkah politik Masyumi secarg
€rita-berita pertumbuhan dan

yumi, darj t; :
P ari tingkat @:mmﬁ Sampai ke

3.Kader Kursus Politik Tertu lis
3 e

A.”M:&RNNM: .womﬂs.un_&ﬁls (Pepolis), berupa brosur- |
osur politik yang terbit satq bular ] ]
u bulan sekali. Isin
memuat pemecahan masalah-masalah politik QMM

: -

Di luar keemp
media yang menjadi
majalah Hikmagh?

at media di atas, seben

: arnya ada
bacaan wajib” . —EE

keluarga Masyumi yaity
. 't yang pemimpin redaks;i

Nr : aksinya g
cEmmH“HMmM Mwwm.ﬁ, mowﬁm Harian Abadi. Selain :FMQm “MMMW

. Jjuk “Kursus Politik”

merupakan perwujudan dari @@ﬁor.m. dib
.Zow. Daljono dan Tamar Djaja. Edisi ,ﬁo&
1ty memuat bahasan seri Konstitusi Neg

yang sebenarnya
awah pimpinan Mr.
ana “kursus politik”
ara, yaitu Konstitusi
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Sovijet Rusia yang ditulis Mr. Moh. Daljono. Kemudian disusul
dengan brosur-brosur kursus politik lainnya, seperti Konstitusi
Negara Turki (Dr. A. Y. Hilmi) Politik-Diplomasi Djudjur (Moh.
Natsir), Islam dan Sosialisme (Jusuf Wibisono), Politik Dalam
Negeri (Dr. Sukiman Wirjosandjojo), Partai dan Organisasi
(Tamar Djaja).!® Di luar itu, ada pula buku-buku yang dianggap
sebagai “buku penting” untuk setiap warga Masyumi,
Muslimat, GPII, STII SDII dan SBII, yaitu buku Islam dan
Parlementerisme (Zainal Abidin Ahmad) serta Ideologie Islam
(Muhammad Hasbi Asshidiqy)." i

Perihal pendidikan politik dalam bentuk kursus
perkaderan, hanya satu kali dilaporkan secara singkat dalam
Berita Partai Masyumi.'? Kegiatan “Kader Cursus” tersebut
merupakan upaya pertama kali DPP Masyumi bagi para
kadernya dari seluruh Indonesia. Kursus yang diselenggarakan
selama satu bulan di kantor DPP Masyumi, Jakarta, 1-30 Juni
1950 menyajikan materi ideologis mencakup masalah negara
Islam dan perbandingan ideologi Masyumi dengan ideologi
partai-partai lain; strategi dan taktik perjuangan mencakup
perjuangan partai dalam masyarakat dan parlementer,
Pemilihan Umum; Keuangan Umum dan Keuangan Partai,
Administrasi Partai; Tata Negara; Organisasi; Filsafat;
Perjuangan Umat Islam; Politik Luar Negeri, Politik Dalam
Negeri; Muslimat, STII-SBII-SDII, dan lain-lain. Para pemateri
kursus tersebut antara lain: Mohammad Natsir, Mr. Jusuf
Wibisono, Sjarif Usman, Mr. Suwahjo, M. Isa Anshary, Hamka,
Mr. A. Subardjo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Moh. Ngali,
Kiai Taufiq (GPI), Ibu Abu Hanifah (Muslimat), M. Junan
Nasution, Ismail Banda (Kementerian Luar Negeri),
Djamaluddin Nagum, Mr. Moh Daljono, Burhanuddin
Harahap, Wachid Hasjim (Menteri Agama), dan K.H. Abdul
Halim. v
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Dari beragam

untuk pendidikan politik Masyumi, terutama

me i .
ek wwwﬂwmm? peéngaruh ideologi lain khususnya
ISme, nampaknya Masyumi cenderung reaktif

terhadap kead S
Liberal o yang diciptakan oleh

emummb_ seperti Q_mMMmmWn%. ._RH BMmE. m modernis di Timur
ZCHHNHH_HH_. ¢ -Jin -A mw.vm..d.m AHmwolh—moﬂ .
ad "Abduh (1849-1905,), yang mula-mula gnﬂ“
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itu dapat dilihat dari perlawanan Masyumi terhadap
komunisme yang didasari oleh sistem keyakinan bersifat
ideologis bahwa komunisme selain bertentangan dengan
prinsip Islam tauhid, juga Gaﬁosamsmmb dengan prinsip
demokrasi.

Perjuangan Masyumi tersebut ditempuh dengan cara-
cara sebagaimana fungsi partai politik dalam Demokrasi
Liberal yang sesungguhnya, baik di lingkungan suprastruktur
maupun di infrastruktur politik. Di tingkat suprastruktur,
Masyumi menjalankan perannya di bidang eksekutif dan
legislatif. Di tingkat infrastruktur, Masyumi menjalankan
fungsi-fungsi seleksi kepemimpinan, komunikasi politik, dan
sosialisasi politik. :

Di bidang eksekutif, selama periode 1950- 1957
Masyumi memimpin pemerintahan sebanyak tiga kali yaitu
-pada masa kabinet Natsir kabinet Sukiman Wirjosandjojo dan
kabinet Burhanuddin Harahap. Perannya di bidang legislatif
sangat menonjol terutama pada saat Masyumi menjadi oposisi.
terhadap pemerintahan kabinet Ali I, yakni ketika Masyumi
menjadi oposisi loyal terhadap pemerintah yang telah diperalat

oleh PKI.

Partisipasi politik yang menonjol sebagai bentuk
pendidikan politik yang paling mengesankan dari perjuangan
Masyumi di panggung Demokrasi Liberal adalah

_penyelenggaraan pemilu yang memuaskan pada 1955. Dengan
dukungan sistem politik Demokrasi Liberal yang dijamin oleh
UUDS, Masyumi secara terbuka menghadapi komunisme yang
diperjuangkan PKI di arena kampanye pemilu. Pemilu selain
untuk mendulang suara dukungan massa pemilih, juga
menjadi arena transmisi politik, sikap-sikap dan pola tingkah
laku politik terhadap ancaman bahaya komunisme.

Penyampaian informasi adanya bahaya komunisme,
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Catatan

! Lihat, Pasal IV ayat (1) Anggaran Dasar Masjumi dalam Kepartaian
dan Parlementaria Indonesia, (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1954),
hlm. 443.

2 “Program Umum” PKI (1954) antara lain mengatakan bahwa
“seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori-teori Marx, Angels, Lenin, Stalis
dan fikiran Mao Tse Tung serta koreksi besar Musso”. Di dalam pasal 4
konstitusi PKI tentang sumpah bagi calon anggota dan anggota PKI
dinyatakan bahwa setiap calon anggota dan anggota bersumpah untuk
“.....berusaha memperdalam kesadaran dan menguasai prinsip Marxisme-
Leninisme...” pasal 6 butir (a) konstitusi PKI juga menyebutkan bahwa
anggota PKI berkewajiban untuk “berusaha mempertinggi kesadarannya
dan memperdalam pengertian dasar-dasar daripada teori-teori Marx, An-
gels, Lenin, Stalis dan fikiran Mao Tse Tung serta koreksi besar Musso....”
Lihat. “ Partai Komunis Indonesia (PKI).” Dalam Ibid., hlm. 492 dan 496-
497.

3 Suara Partai Masjumi. No. 11, Th. Ke-5. Desember 1950, him. 15.
* Ibid. .

5 Data diolah dari Ibid. -

s “Surat Terbuka” dalam Jbid., him.13-14.

7 Majalah suara partai Masjumi merupakan nama pengganti
sebelumnya yaitu Berita Partai Masjumi sehinga akhirnya pada edisi 10
Juli 1954 majalah Suara Partai Masjumi dan Berita Masjumi digabungkan
menjadi satu dan berubah nama menjadi Suara Masjumi dalam bentuk
tabloid yang terbit tiap bulannya pada tanggal 1, 10 dan 20, sampai dengan
edisi (terakhir?) 20 Juli 1957 yang peneliti peroleh dari Perpustakaan
Nasional RI, Jakarta. Lihat, Suara Partai Masjumi, No. 7-8, th. Ke-6, Agustus-
September 1950, him. 21 dan Suara Masjumi, No. 1, Th. IX. 10 Juli 1954,
him. 1.

® Berita Masjumi, semacam “newslatter” yang sebelumnya bernama
Suara Masjumi. Lihat, No. 7-8, Th. Ke-6, Agustus-September 1950. hlm. 21

® Majalah Hikmah berada pada masa krisis setelah para pemimpin
Masyumi seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin
Prawiranegara bergabung dengan PRRI, yang oleh presiden Soekarno
dianggap “pemberontak”. Pemimpin redaksi diambil alih oleh Nawawi Duski
sampai dengan edisi terakhir setelah Masyumi dinyatakan membubarkan
diri Agustus 1960.
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1° “Kursus Politik”
1950, him. 11.

"' Ibid., hlm. 9.

'* “Kursus Kader Masiumi
] asjumi di Djak » i J fumd.
5-6, Th. Ke-5 (Juni-Juli 1950), him. 7. gm. e WQWRQ A o ¥l

dalam Berita Parta; Masjumi, No. 3-4, April-Mei
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“KEGAGALAN” Masyumi memperjuangkan cita-cita
politik Islam di panggung politik Demokrasi Liberal hingga
pada akhirnya terpaksa bubar pada Agustus 1960, ternyata
telah meninggalkan warisan nilai-nilai politik yang terus-
menerus diteladani oleh generasi berikutnya khususnya
kalangan muda Islam “Keluarga Bulan Bintang” di Indone-
sia.! Pada pemilihan umum 1999, pemilu demokratis
sepanjang sejarah politik Indonesia modern setelah pemilu
1955, nama besar partai meuﬁnm telah mendorong lahirnya
partai-partai baru yang mengklaim telah memiliki hubungan
dengan Masyumi, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) partai
Masyumi Baru (PMB) dan Partai Politik Islam Indonesia
Masyumi.(PPIIM). PBB mengaku memiliki hubungan psikologis
dengan Masyumi terutama karena pembentukannya banyak
didukung bekas eksponen Masyumi di Dewan Dakwah
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Islamiyah Indonesia (

. DDII) seperti A j £
o R P nwar Harjono.

mi baru merasa pembentukannya telah

- ! ir, Prawoto Mangkusasmito
B ombp.. Hal paling mengherankan adalah
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pendidikan politik yang patut dikemukakan di sinj adalah
apakah %.mbm patut diteladani dari pelaj ‘
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Woaﬂamam sudah sewajarnya apabila umat didewasakan
melalui perluasan penyebaran pengetahuan, pemahaman dan
keyakinan bahwa Islam itu tidak sekedar di atas dan dapat
mengatasi tawaran-tawaran ideologis ataupun pragmatis
ajaran komunisme. :

Pengalaman perjuangan Masyumi menghadapi

komunisme seharusnya menjadi pelajaran bahwa memper-
juangkan Islam tidak semata-mata harus melalui forum politik
formal sebagai sarana utama, tetapi juga dapat dilakukan
dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, baik di bidang pendidikan ekonomi, sosial
maupun ‘Uﬁam%m.

Kesopanan politik (fatsoen politik) yang dicontohkan
para tokoh Masyumi dalam menghadapi perbedaan ideologi/
kelompok sudah seharusnya menjadi teladan dalam proses
@nb&&#mb politik umat sehingga menj adikan umat semakin
dewasa dengan segenap perbedaan dan dinamika politik.

'Di luar masalah pertarungan politik Masyumi dengan

PKI, dan kegagalan dari keduanya untuk mewujudkan cita-
cita politiknya masing-masing, maka ada beberapa hal yang
perlu dikemukakan di sini. Kedua partai (Masyumi dan PKI)
sama-sama mengalami nasib tragis. Masyumi dipaksa
meimbubarkan diri dengan alasan politis. Selain karena
sebagian kecil elit Masyumi turut PRRI, juga ada stigma berupa
ancaman atas ide pembentukan negara Islam sebagaimana
tergambar dalam retorika anggota-anggota Masyumi di
Konstituante.

Stigma “Negara Islam” yang melekat di kalangan
Masyumi terutama karena sejumlah individu Masyumi yang
memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh Darul Islam di Jawa
Barat, sebagaimana disebut pada Bab II, diperkukuh dalam
materi kampanye Pemilu 1955 dan perdebatan tentang dasar
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negara di Konstituante. Stigma ini, pada masa Orde begitu
ampuh dipakai untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan Is-
lam politik dengan cap “ekstrim kanan.” Di era reformasi,
ancaman ide “Negara Islam” sering diarahkan kepada gagasan
menghidupkan kembali “Piagam Jakarta” yang menyuarakan
agar syariat Islam diberlakukan bagi para pemeluk Islam di
Indonesia.

Nasib yang sangat buruk justru menimpa PKI. Selain
dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indo-
nesia, para anggota, simpatisan, dan anggota keluarganya
mengalami penderitaan lahir dan batin sebagai manusia dan
warga negara. Tidak hanya mengalami perlakuan yang tidak
adil di bidang hukum, karena dipenjara atau dihukum tanpa
proses pengadilan yang sah, mereka juga “dimatikan” hak-
hak politik dan hak-hak perdatanya. . :

Sejak dinyatakan sebagai partai terlarang pada 12 Maret
1966 setelah PKI dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965
(G 30 8),° tidak hanya anggota partai (PKI), para anggota
keluarganya, dan anak-anak keturunannya pun menderita
stigma komunis. Selain tidak memiliki hak-hak politik seperti
menjadi anggota legislatif di masa Orde Baru hingga Pemilu
2004, hak-hak perdata (ekonomi) mereka seperti bekerja di
sektor publik (sebagai PNS atau TNI/Polri) maupun di sektor
swasta pun dicabut. Mereka yang dicap sebagai “anggota PKI
atau anak-keturunan PKI”, tampak seperti warga negara yang
berada di bawah “pengampuan negara” karena dipandang
“disabled” atau “cacat” sebagai warga negara.

Perihal stigma komunis tersebut, menarik sekali
pendapat Franz Magnis-Suseno’ yang menyatakan bahwa
keterlibatan apa pun partai sebagai organisasi (partai)
seharusnya tidak dibebankan kepada anggota-anggotanya.
Menurut Franz Magnis-Suseno, jika betul versi® yang

108

) |

Politik Islam Anti Komunis

enyatakan bahwa PKI terlibat G 30 S, .w.umu itu tidak Go&ﬂ“ﬁ
Mwﬁim orang yang menjadi anggota PKI aﬂbwmamez.» bers A 5
Kecuali mereka terbukti terlibat dalam persiapan da
o . w.o
woﬂmeMMWDmme@ MMMMM% awwww utama buku ini, @ommomﬁmﬁ.ﬂ
komunis yang selalu dianggap mbmwammb dmm.~ GNMWMH MMW
khususnya bagi umat Islam %mbw _\Moﬁ MMHHH HMMWOHWM m@ﬁouwwmm@
Indonesia, tampaknya perlu refleksi : . phatap
vansi “ komunis.” Untuk itu perlu disadari bahw
MMMMMMM Mbmﬂ%“oasam adalah sama bahayanya anmmﬂ
kejahatan korupsi atau kej mbmwmﬁwogmﬂwmouw“w MMWMW UNMH 3
an tanpa mengabaikan p 1
Mﬂﬂﬂ”mw MMM& cmmwmumam pelaku Wowc@m.w (apalagi oleh pej MM”M
publik) atau pelaku kejahatan kemanusiaan monH:mS%m&omw
sama dengan yang telah diterima terhadap Bﬂ.owm.ﬂ %mbmovm ®
komunis/PKI, sampai mbmw.WoMsabmbﬁwwwﬁmﬁ dicap sebag
itau penjahat kemanusiaan.
=h WMHMMHMMEQWGMB bernegara, W.owrmﬁmﬁnmmb mﬁmw
cmﬁmﬁﬁ&& komunisme seharusnya dimulai Qmﬂ HMMMMC
menghapus kondisi yang Bobu.ﬁcﬁwwmb WOﬁs.HMm ey
sendiri. Kemiskinan, keterbelakangan pendidi ms, ")
diskriminasi perlakuan hukum adalah ‘covﬁ..mwm ooM. o&
kondisi yang memungkinkan ww&u..b.:w WoBcEm.Bm mmMMW "
kapan pun di negeri ini. Sebagai ide, WoBﬁEmBmw e
menawarkan sejumlah gagasan @oﬁm,.zmbms.ﬂmw a oM
ketimpangan dan ketidakadilan sistem sosial. Bagl Ww OMMmW
(umat) Islam sendiri, ancaman bahaya komunis e
seharusnya hanya diujudkan dengan mmﬁém-mmﬁ.é_m -
komunis, tetapi perlu langkah konkret menghapus gmHW %mbm
menyuburkan WoBﬂEmBQ kemiskinan dalam aspek yang
luas.
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Catatan

! Kelompok organisasi yang dikelompokkan sebagai bagian “Keluarga
Bulan Bintang” adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pelajar
Islam Indonesia (PII) dan kadang-kadang—diakui atau tidak— termasuk
pula Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

2 “Partai Bulan Bintang” dalam API, Almanak Parpol Indonesia Pernily
1999, (Jakarta : Almanak Parpol Indonesia 1999}, him. 168

* “Partai Masyumi Baru” dalam Ibid., hlm. 342.
4 “Partai Politik Islam Indonesia” dalam Ibid., hlm. 466.

® Secara nasional PBB meraih 2.049.708 {1,94%), PPIM 456.718
suara (0,43%)}, dan PMB 152.589 suara (0,14%). Jika dijumlah, maka secara
keseluruhan ketiga partai “pewaris Masyumi” ini hanya memperoleh 2,51
% (2.659.015 suara) saja. Sumber Koémisi Pemilihan Umum {1999)
sebagaimana dilaporkan dalam “1999 General Election - Provisional Re-
sults for DPR”, The Jakarta Post, 16 Juli 1999, him. 7. .

¢ PKI sebagai partai terlarang di Indonesia diperkuat oleh Ketetapan
MPRS No. XXV/MPRS/1966. Tap MPRS ini hingga sekarang belum dicabut
dan ditafsirkan sebagai alasan untuk melarang bekas anggota PKI
menduduki jabatan-jabatan publik. =1

” Pernyataan Franz-Magnis Suseno ini disampaikan pada 18 Pebruari
2004 dalam posisinya sebagai saksi ahli di dalam kasus ‘Judicial Reiiew
atas Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
diajukan oleh Deliar Noer dkk. serta Lembaga Perjuangan Rehabilitasi
Korban Rezim Orde Baru kepada Mahkamah Konstitusi. Lihat, Kompas, 19
Pebruari 2004, him. 7.

& Versi “resmi” tentang keterlibatan PKI dalam G 30 S terutama
dapat dijumpai dalam buku Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1968.
The Coup Attempt of the September 30 Movement {Djakarta: PT. Pembimbing
Massa). Versi lainnya Yyang popular, yang membuktikan bahwa G 30 S adalah
konflik dan intrik internal kalangan elit tentara (ABRI) saat itu, adalah versi
Cornell Paper, yang ditulis Benedict R. Anderson, Ruth T. McVey dan

Frederick P. Bunnel, 1971. A Preliminary Analysis of the October 1 , 1965,
Coup in Indonesia (Prepared in January 1966). (Ithaca, NY: Cornell Univer-

sity Press).
? Kompas, 19 Pebruari 2004, him. 7.
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